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RESUME HASIL AUDIT 
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) 

 

Kegiatan : Penilikan Ke-3 (Ketiga) 

Sasaran Kegiatan : PT Narkata Rimba 

Alamat Kantor : Jl. Syahrani Dahlan No. 09 RT 028 Harapan Baru Loa Janan 

Ilir Kota Samarinda – Kalimantan Timur 75131. 

Nomor Izin Berusaha : 9120009401802, 10 April 2019 

Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Hutan 

Produksi  

SK PBPH : SK Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No. IUPHHK-

HA No. SK.116/MENHUT-II/2014, tanggal 30 Januari 2014, 

Jo. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK. 

527/MENLHK/SETJEN/HPL.0/8/2021 tanggal 30 Agustus 

2021 

Luas dan Lokasi Areal 

PBPH 

 ± 65.925 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi 

Kalimantan Timur 

Nomor S-PHL : 042 S-PHL 017 

Tanggal Pelaksanaan 

Audit 
: 16 - 22 April 2025 

Metode :  On-site (Kunjungan ke lokasi areal PBPH) 

Standar Acuan : a) Standar Penilaian Kinerja PHL Di Hutan Produksi sesuai 

Lampiran 1.1 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/ 

PPHH/HPL.3/12/2022 

b) Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu sesuai 

Lampiran 2.1 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/ 

BPPHH/HPL.3/12/2022. 

Susunan Tim Audit : a) Ir. Kuntiyadi. (Auditor PHL Produksi / Ketua Tim Audit) 

b) Sasmita Munandari, S.Hut., (Auditor PHL Prasyarat) 

c) Bayu Satria Pramana, S.Hut.  (Auditor PHL Ekologi dan 

VLHH Kayu) 

d) Rr. Arwita Andharu, S.Hut. (Auditor PHL Sosial) 

  

Lembaga Penilai dan 

Verifikasi Independen 
: LPVI PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

Nomor Akreditasi : LPVI-017-IDN 
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1. LAPORAN RINGKAS PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT  

1.1. DASAR  

a) Surat tugas tim audit 8/017/ST/PHL-P3/NR/03.2025 tanggal 14 Maret 2025  

b) Pengumuman rencana pelaksanaan audit pengelolaan hutan lestari untuk kegiatan 

Penilikan Ke-3 pada PBPH PT Narkata Rimba di website SILK dan LPVI Trustindo 

Prima Karya, ditayangkan tanggal 18 Maret 2025 

c) Surat pengantar dari Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) No. 

S.97/PUPH/EKU/HPL.03.07/B/04/2025 tanggal 15 April 2025 

d) Audit Plan Kegiatan Penilikan Ke-3 (Ketiga) Pada PT Narkata Rimba dibuat dan 

disampaikan ke auditi  tanggal 21 Maret 2025 

 

 

1.2. PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT  

a) 

 

Koordinasi dengan 

instansi kehutanan di 

daerah sebelum 

penilaian lapangan 

: Dilakukan dengan instansi : 

a) BPHL Wilayah XIII Samarinda, tanggal 15 April 

2025 di Kota Samarinda - Kalimantan Timur 

b) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 15 

April 2025 di Kota Samarinda - Kalimantan Timur 

b) Rapat Konsultasi Publik : - 

c) Pelaksanaan audit 

lapangan 

: Lokasi areal PBPH PT Narkata Rimba di Kab. Kutai 

Timur, Prov. Kalimantan TImur 

Pertemuan pembukaan : Tanggal 16 April 2025 

Verifikasi dokumen dan 

observasi lapangan 

: Tanggal 16 s.d 21 April 2025 meliputi audit 

pemenuhan : 

1) Standar Penilaian Kinerja PHL, masing-masing 

untuk aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi dan 

Sosial; dan 

2) Standar VLHH Kayu pada pemegang PBPH. 

Pertemuan Penutupan : Tanggal 21 April 2025 

4. Koordinasi dengan 

instansi kehutanan di 

daerah setelah penilaian 

lapangan 

: Dilakukan dengan instansi : 

a) BPHL Wilayah XIII Samarinda, tanggal 22 April 

2025 di Kota Samarinda  – Kalimantan Timur  

b) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 

tanggal 22 April 2025 di Kota Samarinda - 

Kalimantan Timur 
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2. RESUME HASIL AUDIT  

2.1. PEMENUHAN STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL : 

 

1. ASPEK PRASYARAT 

Indikator 1.1 : 

Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi 

1. Verifier 1.1.1 

 

 

: Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata 

Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Instruksi 

Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB). 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Dokumen PBPH :  

• Izin HPH PT Narkata Rimba diperoleh pada tahun 1990 dengan SK 

HPH No. 141/Kpts-II/89 tanggal 28 Maret 1989 dan Addendum SK 

No. 663/Kpts-II/1990 tanggal 13 Oktober 1990 untuk areal seluas ± 

68.000 Ha di Kecamatan Wahau, Kabupaten Kutai Timur. 

• Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam 

Hutan Alam PT Narkata Rimba atas areal produksi seluas ± 41.540 

ha di Provinsi Kalimantan Timur No. SK.278/MENHUT-II/2008 

tanggal 12 Agustus 2008 dengan masa berlaku izin selama 45 tahun 

dan berlaku efektif sejak tanggal 28 Maret 2009. 

• Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 

SK.116/MENHUT-II/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang 

Perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan No. 

SK.278/MENHUT-II/2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang 

Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam 

Hutan Alam PT Narkata Rimba atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 

41.540 ha di Provinsi Kalimantan Timur menjadi ± 65.925 ha. 

• Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia No. SK. 527/MENLHK/SETJEN/HPL.0/8/2021 tanggal 30 

Agustus 2021 tentang nomenklatur perubahan menjadi PBPH. 

 

Dokumen administrasi tata batas :  

• Penataan batas PT Narkata Rimba telah temu gelang sesuai SK 

Menteri Kehutanan No. SK. 443/Menhut-II/2012 tanggal 09 Agustus 

2012 dengan areal seluas 42.356,40 Ha. 

• Sesuai SK No. SK.116/Menhut-II/2014 tanggal 30 Januari 2014 

terdapat penambahan areal PBPH seluas ± 23.569 ha dan telah 

disetujui menjadi ±65.925 Ha. 

• Dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkatan dan 

tahapan realisasinya yaitu Laporan TBT No 1530 Tahun 2011, 

berupa Laporan pengukuran dan penataan batas sendiri areal kerja 

PBPH PT Narkata Rimba sepanjang 34.278 m. 

• Sedangkan sisanya sepanjang 111.189 m belum ditata batas (tata 

batas rekonstruksi yang sebagian mengacu kepada hasil TBT No. 

221 Tahun 1986 dan TBT No 585 Tahun 1992). 

• PT Narkata Rimba memiliki dokumen Pedoman Rencana Penataan 

Tata Batas No. 74/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 20 Maret 2015 

tentang Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja PBPH PT Narkata 

Rimba dan Batas Persekutuan dengan PBPH PT Gunung Gajah 

Abadi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.  
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Dokumen legalitas perusahaan :  

• Akta Perubahan Terakhir No. 27 tanggal 27 April 2022 oleh Notaris 

Dyah Ayu Ambarwati,S.H.M.Kn di Kabupaten Pasuruan yang telah 

mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0016652 

tanggal 30 Mei 2022 dengan Daftar Perseroan No. AHU-

0099589.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Mei 2022. 

• Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 9120009401802 tanggal 10 

April 2019 (Perubahan ke – 4 tanggal 29 Desember 2022) yang 

diterbitkan oleh OSS dengan KBLI 02120 (pengusahaan hutan alam) 

dan 02121 (pemanfaatan kayu hutan alam). 

1. NPWP PT Narkata Rimba No. 01.408.880.1-725.000 yang 

diterbitkan oleh KPP Madya Balikpapan. 

2. Verifier 1.1.2  Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: • Realisasi penataan batas PT Narkata Rimba sebesar 34.278 meter 

dari rencana 145.180 meter (23,60 %) dan realisasi tersebut telah 

sesuai dengan dokumen tata batas.  

• Sampai dengan dilaksanakan, PT Narkata Rimba belum terdapat 

perkembangan terkait tindak lanjut tata batas sampai dengan temu 

gelang.  

PT Narkata Rimba telah melakukan pemeliharaan batas luas areal yang 

dibuktikan dengan BA pemeliharaan dimana kegiatan tersebut telah 

sesuai dengan hasil observasi lapangan.  

3. Verifier 1.1.3 : Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan 

KLHK (Not Applicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan) 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Selama periode audit, tidak ditemukan penggunaan areal izin atau areal 

kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK di PT Narkata Rimba.  

4. Verifier 1.1.4  Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3x2=6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Hasil wawancara dengan Camp Manager PT Narkata Rimba, 

diperoleh informasi kegiatan masyarakat di areal perusahaan 

berupa perambahan (perladangan sawit masyarakat), perburuan 

illegal logging di blok RKTPH 2034. Kegiatan masyarakat yang 

telah teridentifikasi adalah perladangan sawit dan perburuan. 

Kegiatan Illegal Logging telah teridentifikasi dan telah ditangani 

dengan baik oleh manajemen.  

Secara proporsi penguasaan areal kerja oleh PBPH PT Narkata 

Rimba sebagai berikut :  

Luas penguasaan  = 65.925 ha – 665,77 ha  

   = 65.259,23 ha 

Persentase penguasaan = (65.259,23 ha/65.925 ha) x 100 %  

   = 98,99 % 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.1 

: 16/18x100 % = 88,89 %  (BAIK)   
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Indikator 1.2 : 

Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi 

1. Verifier 1.2.1 : Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan 

perusahaan yang sesuai dengan PHL 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: • PT Narkata Rimba memiliki visi dan misi perusahaan yang telah 

mendapatkan pengesahan dari Direktur Perusahaan tanggal 02 Januari 

2023, memuat kebijakan dan strategi yang berkesuaian dengan prinsip 

pengelolaan hutan lestari. 

• Visi, misi dan tujuan pengelolaan hutan telah disosialisasikan kepada 

karyawan dan masyarakat desa binaan sesuai Berita Acara pelaksanaan 

sosialisan kepada : 

 

a) Karyawan, tahun 2023 dan 2024 

b) Masyarakat desa terkena dampak, tahun 2023 dan 2024, meliputi 

desa : Muara Wahau, Dabeq, Diaq Lay, Bea Nehas dan Nehas Liah 

Bing. 

c) Mitra kerja : not appicable (PT Narkata Rimba tidak melakukan 

kerjasama opersional dengan Pihak lain, untuk kegiatan-kegiatan 

pengelolaan hutannya, khususnya pada kegiatan produksi kayu 

bulat) 

 

2. Verifier 1.2.2  Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Implementasi visi dan misi serta tujuan perusahaan PT Narkata Rimba 

sebesar 77,23 % (SEDANG) hal ini dikarenakan perusahaan belum dapat 

mengimplementasikan visi misi secara menyeluruh di setiap point dari visi 

dan misi.  

Nilai Kinerja Indikator 

1.2 

: 7/9x100% = 77,78 % (SEDANG) 

 

Indikator 1.3 : 

Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang kehutanan dan 

tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan 

pengelolaan hutan lestari. 

 

1. Verifier 1.3.1 : Ketersediaanorganisasi pengelolaan hutan yang menjamin 

terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 2x3=6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: • PT Narkata Rimba telah menetapka Struktur Organisasi sesuai SK 

Direktur No. SK.01/SKEP-Dir/IV/2025 tanggal 01 April 2025, terdiri dari 

unit kerja administrasi dan teknis yang dinilai mampu memdukung / 

dibutuhkan untuk pengelolaan hutan secara lestari. 

• Struktur organisasi dilengkapi dengan : 

a) Persyaratan kompetensi / jabatan pada setiap elemen organisasi; 

dan 

b) Uraian tugas dan tanggung jawabnya. .   

• Seluruh formasi / unit kerja dalam struktur organisasi, seluruhnya terisi 

dengan personel yang memenuhi persyartan kompetensinya sesuai 

yang ditetapkan PT Narkata Rimba. 
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2. Verifier 1.3.2 

 

 

: Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, 

tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan 

pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual :2x2= 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: ▪ PT Narkata Rimba memiliki Tenaga Kerja Sarjana Kehutanan sebanyak 

2 orang dan D3 Kehutanan sebanyak 3 orang dan memiliki tenaga teknis 

kehutanan (GANIS PH) sebanyak 6 (enam) personel meliputi 

kompetensi :  

- Kurpet  : 1 orang 

- Canhut ; 1 orang 

- Binhut  : 2 orang 

- Nenhut : 1 orang 

- PKB      : 1 0rang  

telah dilengkapi dengan surat penugasan, penempatan, sertifikat 

kompetensi, no. register yang masih aktif/berlaku. 

▪ Meskipun saat ini PT Narkata Rimba slow down produksi kayu bulat 

(tidak ada kegiatan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2024 dan 

Tahun 2025), pada sebagaian GANISPH, yaitu PKB dan Canhut yang 

saat ini masing-masing diisi oleh 1 (satu) personel, dinilai kurang dengan 

memperhatikan beban kerja untuk perencanaan hutan, maupun 

penyelenggaraan PUHH.  

 

3. Verifier 1.3.3 : Peningkatan kompetensi SDM 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual :2x3= 6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Realisasi pelatihan/peningkatan kompetensi SDM karyawan tenaga 

profesional kehutanan dan tenaga teknis PH tahun 2023 dan tahun 2024 PT 

Narkata Rimba sebesar 100 %. Seluruh kegiatan pelatihan/peningkatan 

kompetensi telah dilengkapi dengan dokumen perencanaan dan dokumen 

legalitasnya. 

4. Verifier 1.3.4 

 

: Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang 

kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan 

tenaga lain) 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual :3x1= 3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Tenaga profesional kehutanan sesuai dimaksud verifier 1.3.2, seluruhnya 

merupakan tenaga tetap PBPH PT Narkata Rimba dan telah :  

- Memiliki SK Pengangkatan sebagai karyawan tetap; 

- Tercatat dalam pembayaran BPJS Ketenagakerjaan; dan 

- Terpelihara dokumen legalitas dan pemenuhan persyaratan 

kompetensinya, seperti sertifikat pelatihan, Kartu GANISPH, 

Persetujuan Penugasan, SK Penempatan GANISPH, dan Sertifikat Uji 

Kompetensi 

Nilai Kinerja Indikator 

1.3 

: 19/21x100 % = 90,48 % (BAIK) 

 

 

 

 



 
 

Halaman 7 dari 63 
 

F1-02.15 Rev.1 

Indikator 1.4 : 

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan 

Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian 

(Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi 

 

 

1. Verifier 1.4.1 : Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 2x3=6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PBPH PT Narkata Rimba telah membangun dan memiliki sistem informasi 

berbasis teknologi digital untuk pengelolaan informasi manajemen, dan 

telah beroperasional secara efekti, meliputi : 

1) Ketersediaan perangkat Sistem Informasi seperti laptop/computer, radio 

HT, Printer Barcode dan HP Android untuk kepentingan komunikasi dan 

pengiriman informasi, data, pengolahan data, penyusunan dan 

pembuatan laporan baik internal maupun pelaporan eksternal. PT 

Narkata Rimba memiliki aplikasi sistem intenal berupa FIS dan OMES 

untuk pelaporan kegiatan perusahaan.  

2) Penggunaan aplikasi sistem komunikasi dan grup komunikasi yang 

dijadikan sarana untuk berbagi data dan informasi lainnya.  

3) PT Narkata Rimba telah menunjuk penanggung jawab SIM Perusahaan 

sesuai Surat Keputusan Direktur Perusahaan No. 001/NR-

CW/SK.SIM/I/2025 tanggal 02 Januari 2025. 

2. Verifier 1.4.2  Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: - PT Narkata Rimba memiliki pengurus SPI sesuai Surat Keputusan No. 

002/SKEP-DIRUT/SPI/I/2017 tanggal 06 Januari 2017 yang telah disahkan 

oleh Direktur Perusahaan. 

- PT Narkata Rimba telah membuat laporan SPI tahun 2023 dan tahun 

2024, hasil verifikasi menunjukkan bahwa kegiatan monitoring telah 

berjalan efektif oleh petugas SPI.  

3. Verifier 1.4.3 

 

: Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring 

dan evaluasi. 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3x2=6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Hasil evaluasi terhadap kegiatan monitoring SPI selama periode audit telah 

terlaksana seluruhnya tindakan koreksi dan pencegahan., terdapat laporan 

dan tindakan perbaikan dari hasil pemantauan SPI. 

 

4. Verifier 1.4.4 : Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik 

kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Narkata Rimba diverifikasi telah memiliki tenaga pelaksana untuk 

mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dengan adanya dokumen SK 

Direksi yang masih berlaku dilengkapi dengan status ketertiban dalam 

pelaporan :   

No. SIM KHLK Operator 

Surat 

Keputusan 

Penunjukkan 

Keterangan 
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Operator Oleh 

Direktur 

1 SIPASHUT  Tersedia No. 002/SKEP-

Dirut/OPR/I/2023 

tanggal 02 

Januari 2023 

Pelaporan masih 

belum tertib 

masih ditemukan 

keterlambatan 

dalam pelaporan 

2 SIPUHH  Tersedia No. 005/SKEP-

Dirut/OPR/I/2023 

tanggal 02 

Januari 2023  

Pelaporan tertib  

3 SIPNBP Tersedia No. 001/SKEP-

Dirut/OPR 

/I/2023 tanggal 

02 Januari 2023  

Pelaporan tertib  

4 SIPONGI  Tersedia No. 03/Kpts/DIR-

NR/V/2024 

tanggal 21 Maret 

2024  

Pelaporan tertib  

5 SIMPEL  Tersedia No. 003/SKEP-

Dirut/OPR/I/2023 

tanggal 02 

Januari 2023 

Pelaporan tertib  

6 SIGANISHUT  Tersedia No. 004/SKEP-

Dirut/OPR/I/2023 

tanggal 02 

Januari 2023  

Pelaporan tertib  

 

Nilai Kinerja Indikator 

1.4 

: 19/21x100 % = 90,48 % (BAIK) 

 

Indikator 1.5 : 

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

 

1. Verifier 1.5.1 

( Bobot : 2 ) 

: Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, 

keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya. 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3x2=6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Dalam periode audit, terdapat penerbitan RKTPH tahun 2023 dan tahun 

2024 yang diterbitkan secara self approval.  

PT Narkata Rimba telah melakukan kegiatan sosialisasi RKTPH tahun 2023 

dan tahun 2024 kepada seluruh desa binaan yaitu  Desa Bea Nehas, Desa 

Nehas Liah Bing, Desa Dabeq, Desa Diaq Lay dan Desa Muara Wahau.   

Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan sesuai dengan BA sosialisasi dan 

dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan serta daftar hadir.  

2. Verifier 1.5.2  Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan. 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

 

 

 

: PT Narkata Rimba telah menetapkan kawasan lindung yang telah 

mendapatkan pengesahan dari Direktur perusahaan tanggal 01 April 2022 

dengan rincian kawasan lindung sebagai berikut :  

No. Uraian Luas (ha) 

I Luas Areal PBPH  65.925 

II Kawasan Lindung   
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1. Sempadan Sungai Besar 2.049 

2. Sempadan Sungai Kecil  366 

3. Bdan Sungai  100 

4. Lereng Sangat Curam  428 

5. KPPN/KKI 1.018 

6. Buffe Zone Hutan Lindung  1.169 

7. Home Range Satwa 238 

8. Kebun Benih (KB)  667 

9. Petak Ukur Permanen (PUP) 803 

Jumlah 6.838 

PT Narkata Rimba telah melakukan kegiatan sosialisasi kawasan lindung 

tahun 2023 dan tahun 2024 kepada seluruh desa binaan yaitu  Desa Bea 

Nehas, Desa Nehas Liah Bing, Desa Dabeq, Desa Diaq Lay dan Desa Muara 

Wahau.   

Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan sesuai dengan BA sosialisasi, bahwa 

tidak terdapat penolakan masyarakat terhadap kawasan yang ditetapakan 

sebagai kawasan yang dilindungi, serta terdapat komitmen perusahaan 

untuk melindungi kawasan atau lokasi yang diajukan masyarakat untuk tidak 

terkena operasional penebangan, jika ada. 

BA dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan serta daftar hadir 

 

Nilai Kinerja Indikator 

1.5 

: 9/9x100% = 100 % (BAIK) 

 

 

2. ASPEK PRODUKSI 

Indikator 2.1 : 

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

1. Verifier 2.1.1  

 

: Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh 

pejabat yang berwenang. 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) PBPH PT Narkata RImba telah memiliki dokumen RKUPH periode 

berjalan tahun 2021 - 2030 yang telah disahkan oleh oleh Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat nomor : 

SK.1213/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 tanggal 30 Maret 2021 

tersedia lengkap meliputi dokumen Buku, Lampiran Peta dan SK 

Pengesahannya. 

b) RKUPH sesuai dimaksud butir a), sampai dengan periode audit bulan 

April 2025 belum pernah dilakukan revisi 

c) Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, RKUPH PT Narkata 

Rimba telah sesuai dengan kondisinya di lapangan, baik dari luasan 

areal kerja sesuai SK PBPH, fungsi kawasan hutan, jenis usaha 

pemanfaatan yang dikembangkan atau kondisi lainnya yang 

menyebabkan RKUPH harus direvisi. 

 

2. Verifier 2.1.2  

 

: Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana 

jangka panjang. 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) Penataan areal kerja PBPH PT Narkata Rimba sesuia RKUPH yang 

disahkan, meliputi : 

1) Areal kawasan yang dilindungi 5.003 Ha 
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a. Sempadan Sungai 2.049 Ha 

b. Badan Sungai 100 Ha 

c. Lereng Sangat Curam 428 Ha 

d. KPPN / KKI 1.018 Ha 

e. Buffer Zone HL 1.169 Ha 

f. Home Range Satwa 238 Ha 

2) Areal Tidak Efektif Untuk Produksi 1.647 Ha 

a. Sarana dan Prasarana 177 Ha 

b. Kebun Benih (KB) 668 Ha 

c. PUP 803 Ha 

3) Areal Efektif Produksi 59.275 Ha 

 

b) Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKT pada setiap jenis usaha 

pemanfaatan hutan kayu dari hutan alam rata-rata 87,55%. dengan 

perincian sebagai berikut:: 

Tahun RKT 

RKT RKU Kesesuaian (%) 

Kode 

Blok 
Luas 

Kode 

Blok 
Luas Letak  Luas 

2024 XIV 1.773,02 XIV  2.083 100 85,12 

2025 XV 1.306,2 XV 1.925 
87,85% 77,23% 

  180,52 IV  

 

 

3. Verifier 2.1.3 

 

: Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas 

Sampling 5%). 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai aktual 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Letak (titik koordinat) dan kondisi pemeliharaan batas blok pada setiap unit 

usaha yang dikembangkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan 

terhadap RKT 2 (dua) tahun terakhir adalah : 

 

1) RKT Tahun 2024 

Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam: 

- IS  5% atau sepanjang 1.500 meter; 

- Titik Koordinat: 1°25'52.2" N, 116°32'44.8" E; 1°25'39,7" N, 

116°33'14.4" E; 1°26'31.7" N, 116°33'14.1" E 

- Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sample, meliputi 

keberadaan rintisan, pal / patok batas, penomoran petak. 

  

2) RKT Tahun 2025 

Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam 

- IS  5% atau sepanjang 1.500 meter; 

- Titik Koordinat: 1°25'52.7" N, 116°32'44.3" E; 1°25'55,2" N, 

116°32'43.7" E; 1°26'07.8" N, 116°32'50.9" E, 1°26'11.3" N, 

116°32'52.3" E 

- Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sample, meliputi 

keberadaan rintisan, pal / patok batas, penomoran petak. 

 

Nilai Kinerja Indikator 

2.1 

: 10/12 x 100% = 83,33%  / BAIK  
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Indikator 2.2 : 

Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan 

hutan, dan/atau jasa lingkungan 

 

1. Verifier 2.2.1 

 

: Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa 

lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/ identifikasi. 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai aktual 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) PBPH PT Narkata Rimba telah memiliki data potensi untuk setiap jenis 

usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, berupa Laporan 

IHMB dan Laporan Hasil Cruising: 

b) Dokumen data potensi lengkap dan absah, meliputi Buku IHMB dan 

Peta-Peta Lampirannya , telah dievaluasi berdasarkan surat Kepala 

BPHP Wilayah XI Samarinda No.S.656/BPHP.XI/P3HP/12/2020 tanggal 

16 Desember 2020. 

c) Laporan Hasil Cruising dilengkapi dengan Tallysheet, Peta sebaran 

Pohon, Pakta Integritas, SK Penugasan Tim ITSP 

d) Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, masing-masing di petak  

1) L-17 dan M -17RKT 2025, diketahui  data pengukuran kayu sesuai 

dengan LHC  

2) L-18 dan K-20 RKT 2024 diketahui  data pengukuran kayu sesuai 

dengan LHC  

2. Verifier 2.2.2 

 

: Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan 

usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan. 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 2x2= 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) Jenis usaha pemanfaatan hutan PBPH PT Narkata Rimba sesuai RKU 

berupa usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dengan sistem silvikultur 

TPTI. 

b) Selama periode audit (24 bulan terakhir) di lapangan tidak terdapat 

kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu berdasarkan RKT Tahun 2024 

dan RKT Tahun 2025. 

c) Potensi kayu pada Blok RKT Tahun 2024 dan 2025, dinilai sesuai 

dengan laporan hasil ITSP.  

d) Verifikasi kesesuaian realisasi produksi kayu bulat dengan hasil 

analisis pengukuran daya dukung potensi kayu, tidak dapat dilakukan 

mengingat tidak adanya kegiatan produksi pada RKT Tahun 2024 dan 

2025. 

Nilai Kinerja Indikator 

2.2 

: 7/9 x 100% = 77%  = SEDANG 

 

Indikator 2.3 : 

Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian 

hutan. 

 

1. Verifier 2.3.1 

 

: Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha 

pemanfaatan hutan. 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual 3x1=6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PBPH PT telah membuat SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil 

hutan kayu hutan alam, meliputi  : 

 
No. JUDUL  

 

Tanggal 

Pembuatan 

PEDOMAN TEKNIS 

ACUAN 
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1 SOP Penataan Areal 

Kerja (PAK) 

NR/PH-1/A-0 

Revisi 2, 5 

Maret 

2022 

PermenLHK Nomor 8 

Tahun 2021 

SK Dirjen 

No.151/Kpts/IV-

BPHH/1993. 
2 SOP Inventarisasi 

Tegakan Sebelum 

Penebangan  

NR/PH-2/A-0 

Revisi 3, 

16 

November 

2020 

PermenLHK Nomor 8 

Tahun 2021  

3 SOP Survei Trase 

Jalan Angkutan 

NR/PH-3/A-0 

Revisi 1, 5 

Maret 

2022 

PermenLHK Nomor 8 

Tahun 2021 

4 SOP PEMBUATAN 

JALAN ANGKUTAN 

NR/PH-3/A-0 

Revisi 1, 5 

Maret 

2022 

PermenLHK Nomor 8 

Tahun 2021 

5 SOP Penebangan  

NR/PRODUKSI-1/A-2 

Revisi 2, 

10 

Januari 

2021 

SK Dirjen 

No.151/Kpts/IV-

BPHH/1993. 

6 SOP Penyaradan 

NR/PRODUKSI-2/ 

Revisi 2, 

10 

Januari 

2016 

SK Dirjen 

No.151/Kpts/IV-

BPHH/1993. 

7 SOP Pengadaan Bibit  

NR/BINHUT-2/A-0 

Revisi 3, 

10 

Februari 

2024 

PerdirjenPH No. 

P.9/VI/BPHA/2009 

PermenLHK Nomor 8 

Tahun 2021 

8 SOP Rehabilitasi dan 

Pengayaan  

NR/BINHUT-3/A-0 

Revisi 3, 

10 

Februari 

2024 

PerdirjenPH No. 

P.9/VI/BPHA/2009 

PermenLHK Nomor 8 

Tahun 2021 

 SOP Perlindungan & 

Pengamanan Hutan  

NR/BIO/SOP-02 

Revisi 1, 

26 

Februari 

2025 

Permen LHK Nomor 8 

Tahun 2021 

 

dinilai lengkap (telah mencakup seluruh jenis kegiatan) dan 

mengacu kepada pedoman teknis yang sesuai  

 

2. Verifier 2.3.2 : Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha 

pemanfaatan hutan. 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) Tingkat implementasi SOP di lapangan pada usaha pemanfaatan 

hasil hutan kayu (hutan alam / hutan tanaman), belum seluruhnya 

terimplementasikan di lapangan, yaitu untuk kegiatan pembuatan 

jalan dan pemanenan (penebangan dan penyaradan) dengan alasan 

harga pasar kayu hutan alam belum menguntungkan 

 

b) Terhadap SOP yang telah diimplementasikan di lapangan, dilakukan 

pemeriksaan kesesuaiannya, masing-masing: 

1) Pada kegiatan penataan areal kerja dinilai belum sesuai SOP, 

tidak terdapat data ukur kemiringan lahan (helling), jarak lapang 

dan azimuth. Yang ada pencatatan data koordinat geografis di 

lapangan. 
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2) Pada kegiatan Inventarisasi tegakan sebelum penebangan 

belum sesuai dengan SOP, tidak terdapat data pengukuran 

topografi lapangan, sketsa posisi pohon dan tata waktu 

pelaksanaan pada Et-1 

3) Pada kegiatan pengadaan bibit telah sesuai. 

4) Pada kegiatan penanaman telah sesuai. 

5) Pada kegiatan perlindungan hutan telah sesuai 

 

3. Verifier 2.3.3 

 

: Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya 

alam menjamin kelestarian hutan. 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG, Nilai aktual 2x2= 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Selama periode audit  bulan April 2023  s.d Maret 2025 PBPH PT 

Narkata RImba telah melakukan kegiatan penanaman dan/atau 

pemulihan sumber daya hutan yang dimanfaatkannya pada usaha 

pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam, meliputi : 

a) Kegiatan Penanaman Pengayaan  

 

Uraian RKT 2023 RKT2024 

a. Rencana (Ha) 16,0 28,01 

b. Realisasi (Ha) 16,0 0,65 

- Persentase 

(%) 

100 2,3 

- Jenis Pohon Meranti, Kapur Meranti, Kapur 

 

b) Kegiatan : Penanaman Rehabilitasi 

 

Uraian RKT 2023 RKT 2024 

a. Rencana (Ha) 32,0 14,02  

b. Realisasi (Ha) 32,0 5,13  

- Persentase 

(%) 

100 36,5 

- Jenis Pohon Sungkai Sungkai 

 

c) Kegiatan : Penanaman Kiri Kanan Jalan 

 

Uraian RKT 2023 RKT 2024 

a. Rencana (Ha) 16 29 

b. Realisasi (Ha) 16 2,7 

- Persentase 

(%) 

100 9,3 

- Jenis Pohon Sungkai Sungkai 

 

a) Kegiatan : Penanaman Tanah Kosong 

 

Uraian RKT 2023 RKT 2024 

a. Rencana (Ha) 20,0 20 

b. Realisasi (Ha) 20,0 4,29 

- Persentase 

(%) 

100 21,5 

- Jenis Pohon Sungkai Sungkai 

 

a) Kegiatan : Penanaman SILIN 

 

Uraian RKT 2023 RKT 2024 

a. Rencana (Ha) 38 51,98 
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b. Realisasi (Ha) 23,6 42,1 

- Persentase 

(%) 

62,11 90,9 

- Jenis Pohon Meranti, Kapur Meranti, Kapur 

 

Pencapaian penanaman rata-rata = 61,28% dengan metode 

pemulihan sesuai acuan yang dipersyaratkan / standar teknis. 

. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.3 

: 11 / 15 =  73,33% =  SEDANG  

 

Indikator 2.4 : 

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan 

hutan. 

 

1. Verifier 2.4.1 

 

: Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam 

usaha pemanfaatan hutan. 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai aktual 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PBPH PT Narkata Rimba telah membuat SOP penerapan teknologi 

ramah lingkungan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 

hutan alam  
No. JUDUL  

 

Tanggal 

Pembuatan 

PEDOMAN TEKNIS 

ACUAN 

1 SOP Reduced Impact 

Logging RIL  

10 Juli 

2020 

 

 

dinilai lengkap (telah mencakup seluruh jenis kegiatan) dan isinya telah 

memperhatikan karakteristik biofisik dan nilai sosial budaya masyarakat 

setempat. 

 

2. Verifier 2.4.2 

 

: Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan 

hutan. 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) Teknologi ramah lingkungan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan 

kayu hutan alam RKT 2023 telah diterapkan pada seluruh tahap 

kegiatan sesuai SOP, meliputi : 
No. Tahapan Kegiatan Bentuk Teknologi Ramah 

Lingkungan 

Lokasi 

Pemeriksaan 

1 Perencanaan  Pembuatan peta rencana 

pemanenan. 

Peta Kerja 

Pemanenan 

2 Operasional  

pemanenan 

Penebangan dengan sisa 

tunggul yang rendah. 

Penyaradan dengan jalan 

sarad yang lebarnya sesuai 

standar 

Petak E-23 

dan D-22 

3 Kegiatan Paska 

pemanenan 

Penutupan Jalan sarad 

Penutupan TPn 

Pemeliharaan drainase jalan 

Petak E-23 

dan D-22 

 

b) Teknologi ramah lingkungan untuk usaha pemanfaatan hasil 

hutan kayu hutan alam RKT 2024 dan 2025 baru diterapkan pada 

sebagian tahap kegiatan sesuai SOP, 
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No. Tahapan Kegiatan Bentuk Teknologi Ramah 

Lingkungan 

Lokasi 

Pemeriksaan 

1 Perencanaan  Pembuatan peta rencana 

survei jalan sarad 

Peta kerja 

2 Operasional 

Pemanenan 

Tidak ada kegiatanan 

pemaennan 

 - 

3  Kegiatan Paska 

pemenanan 

Tidak ada kegiatanan 

pemaennan 

 - 

 

3. Verifier 2.4.3 

 

: Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai aktual 3x2=6 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Berdasarkan hasil pengukuran pada plot tegakan tinggal di areal bekas 

tebangan blok RKT 2023 usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan 

alam, diperoleh tingkat kerusakan tegakan tinggal seluruh tingkat 

permudaan rata-rata = 12% dengan rincian sebagai berikut : 

No. Tegakan Tinggal 
RKT 2023 

Jumlah Rusak % 

a. Semai 52 6 12 

b. Pancang 118 16 14 

c. Tiang 144 18 13 

d. Pohon 181 19 10 

 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 

2.4 

: 13 / 15 x 100% = 86,67%  = BAIK 

 

Indikator 2.5 : 

Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai 

dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui. 

 

1. Verifier 2.5.1 

 

: Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan 

ketentuan. 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai aktual 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) Selama 2 (dua) tahun terakhir PBPH PT Narkata Rimba memilki RKT 

yang telah disetujui Direktur meliputi : 

 
No. Periode 

RKT 

Tanggal 

Disetujui 

Tanggal 

Di Submit 

Jenis Usaha Pemanfaatan 

Hutan 

1. 2024 28 

Desember 

2024 

28 

Desember 

2024 

Kayu hutan alam 

2. 2025 7 Maret 

2025 

7 Maret 

2025 

Kayu hutan alam 

 

b) Data potensi hasil hutan yang akan dimanfaatkan berdasarkan : 

- Inventarisasi tegakan sebelum penebangan untuk usaha 

pemanfaatan hasil hutan kayu alam; 

c) Baik RKT 2024 maupun RKT 2025 disusun sesuai dengan hasil 

inventarisasi potensi hasil hutannya. 

2. Verifier 2.5.2 

( Bobot : 1 ) 

: Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai aktual 3x1=3 



 
 

Halaman 16 dari 63 
 

F1-02.15 Rev.1 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) PBPH PT Narkata Rimba membuat Peta Kerja untuk blok usaha 

pemanfaatan kayu hutan alam baik pada RKT Tahun 2024 maupun 

RKT Tahun 2025 

b) Keberadaan batas  blok, petak kerja dan areal yang dilindungi pada 

seluruh Peta Kerja, sesuai dengan Peta RKT nya. 

3. Verifier 2.5.3 

 

 

: Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis 

kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai aktual 3x2=6 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kondisi penataan batas blok 

usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam, RKTPH tahun 2024 dan 2025 

dapat dikonfirmasi adanya tanda batas blok tebangan berupa plang 

nama Blok RKT dan tanda rintisan batas blok berupa polet garis (I) 

dengan cat warna merah.  Tanda plang Blok RKT dan tanda polet 

terlihat jelas di lapangan. Berdasarkan pemeriksaan letak koordinat 

dengan menggunakan GPS dapat diketahui titik koordinat batas blok 

sesuai dengan peta kerja. Pemeriksaan terhadap kawasan yang 

dilindungi berupa sempadan Sungai Wahau, diketahui adanya 

penandaan batas, namun belum menyeluruh mencakup sepanjang 

batas.   

4 Verifier 2.5.4 : Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana 

jangka pendek 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : BURUK / Nilai aktual 1x2=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Kesesuaian rencana dan realisasi produksi untuk setiap kegiatan usaha 

pemanfaatan hutan kau alam PBPH PT Narkata Rimba: 

 
No. Kesesuaian RKTPH 2023 RKTPH 2024 RKTPH 2025 

1. LUASAN    

a. Rencana 1231,08 1.773,02 1.486,72 

b. Realisasi 560,50 0 0 

c. Pencapaian 45,53 0 0 

2.. LOKASI 1°23'25.0" N, 

116°38'04.3" E 

- 1°21'14.2" N, 

116°34'40.3" E 

–  

1°23'26.6" N, 

116°36'28.5" E 

- 1°22'20.4" N, 

116°38'04.3" E 

-  

3. VOLUME     

a. Rencana 7.490,30 10.779,79 10.281,75 

b. Realisasi 6.150,22 0 0 

c. Pencapaian 82,11 0 0 

 

Luas pemanfaatan hutan tahun 2023 dan 2024 tidak melewati batas 

rencana, volume berada di kisaran rata-rata 41,06 dan sesuai lokasi 

produksi.. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.5 

: 14 / 18 x 100% = 77,78%  =  SEDANG 
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Indikator 2.6 : 

Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha 

pemanfaatan hutan. 

 

1. Verifier 2.6.1 : Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan 

Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan 

publik). 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : SEDANG /  Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) Laporan Keuangan PBPH PT Narkata Rimba tahun buku terakhir yang 

telah diaudit Akutan Publik adalah Laporan Keuangan Tahun Buku 

2023  

b) Kondisi finansial PBPH PT Narkata Rimba berdasarkan hasil audit  

Kantor Akuntan Publik :  

- Liquiditas : 70,64% 

- Solvabilitas : 486,19% 

- Profitibilitas : (23,49%)  

- Catatan / Pendapat : Wajar Tanpa Pengecualian 

2. Verifier 2.6.2 : Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi 

lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeur / perubahan 

kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP 

dianggap 100 %) 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BURUK /  Nilai Aktual : 1x1=1 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pengelolaan keuangan dinilai tidak prososional. Terdapat perbedaan 

realisasi alokasi dana yang mencapai kisaran 62,43% yaitu antara pos 

biaya kegiatan Administrasi Umum Berkaitan dengan PHA yang terealisasi 

sebesar Rp. 4.816.269.470 ( 86,17%) dengan pos biaya kegiatan 

Pemanenan Hasil Hutan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 266.387.356 

(23,74%) 

3. Verifier 2.6.3 

 

: Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman 

Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh 

akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui 

dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS). 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : BURUK /  Nilai Aktual : 1x2=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Lalu (2023) yang telah diaudit 

Kantor Akuntan Publik /, rencana dan realisasi biaya pemanfaatan hutan 

adalah sebagai berikut : 

 

No. POS BIAYA PEMANFAATAN 

HUTAN 

(sesuai RKAP) 

Rencana 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

1 Perencanaan  1.881.028.333  1.231.899.669  

2 Pengendalian Kebakaran 

Hutan dan Pengamanan 

Hutan  

396.119.317  299.524.477  

3 Pemenuhan Kewajiban 

Kepada Lingkungan & Sosial  
1.989.226.144  726.762.539  

4 Pembinaan Hutan  529.978.328  195.416.564  

5 Pembangunan Sarana & 

Prasarana  
309.423.632  90.597.660  
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6 Pemanenan Hasil Hutan  1.122.072.288  266.387.356  

7 Kewajiban Kepada Negara  6.383.842.235  2.619.693.915  

8 Administrasi Umum Berkaitan 

dengan PHA  
5.588.990.692  4.816.269.470  

  18.200.680.969  10.246.551.650  

Realisasi dana hanya mencapai 56,30% dari yang dianggarkan sesuai 

RKAP 

4 Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan yang lancar. 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : BURUK /  Nilai Aktual : 1x2=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

 Berdasarkan Realisasi biaya tahun 2023, realisasi alokasi biaya 

pemanfaatan hutan hanya mencapai 56,30%. Hal ini menunjukkan realisasi 

pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar. Realisasi fisik 

kegiatan pemanfaatan hutan tahun 2023 pada kegiatan penataan blok 

tebangan 54%  inventarisasi hutan 100%, pembuatan jalan utama 55%, 

pembuatan jalan cabang 42%,  pembinaan hutan 100%, pemanenan kayu 

82%  dan kegiatan pembinaan hutan 100%. 

5. Verifier 2.6.5 : Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan. 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA  BURUK /  Nilai Aktual : 1x2=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Modal yang dikembalikan ke hutan, yaitu biaya yang dikeluarkan PBPH PT 

Narkata Rimba1 untuk penanaman dan kegiatan pembinaan hutan tahun 

2023 adalah sebagai berikut : 

No. Kegiatan Bina Hutan Rencana 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

1 Pengendalian Kebakaran 

Hutan dan Pengamanan 

Hutan  

396.119.317  299.524.477  

2 Pembinaan Hutan  529.978.328  195.416.564  

 Jumlah 926.097.645  494.941.041  

 

Rata-rata mencapai 56,24% 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.6 

: 9 / 24 X 100 % = 37,50%  BURUK  

 

 

3. ASPEK EKOLOGI 

 

Indikator 3.1 : 

Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi 

(ABKT) 

 

1. Verifier 

3.1.1  

 

: Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen 

perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT 

Bobot ; 1 

NILAI 

KINERJA 

: BAIK / Nilai Aktual : 3 
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Ringkasan 

Justifikasi 

: a) PBPH PT Narkata Rimba telah menetapkan kawasan yang dilindungi di dalam areal 

kerja PBPH sesuai Surat Kebijakan Manajemen tanggal 1 April 2021 tentang 

Penetapan Kawasan Lindung, meliputi : 

 

No. Jenis Kawasan yang Dilindungi Luas (Hektar) 

1. Sempadan Sungai 2.049 

2. Badan Sungai 100 

3. Lereng Sangat Curam 428 

4. KPPN/ KKI 1.018 

5. Buffer Zone HL 1.169 

6. Home Range Satwa 238 

 Total 5.002 

 

b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai dengan 

RKUPHHK-HA Tahun 2021 Periode 2021 - 2030 yang telah disahkan oleh Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK No. SK.1213/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 tanggal 30 Maret 2021. 

c) PT Narkata Rimba memilliki data/ informasi hasil identifikasi Areal Bernilai 

Konservasi Tinggi (ABKT) di dalam areal PBPH PT Narkata Rimba, dengan 

keberadaan dokumen yaitu : 

• Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value) PT Narkata 

Rimba tahun 2011 seluas 41.540 hektar, yang disusun oleh TNC dan PT Narkata 

Rimba; 

d) Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value) PT Narkata 

Rimba tahun 2015 seluas 23.569 hektar, yang disusun oleh Ideas Consultancy 

Services. 

2. Verifier 

3.1.2  

 

 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau 

deliniasi ABKT 

Bobot : 2 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) Berdasarkan hasil digitasi tim perencanaan PT Narkata Rimba, panjang batas total 

areal kawasan lindung yakni 344,81 Km. Berdasarkan hasil audit Penilikan Ke-2, 

April Tahun 2023, realisasi penandaan batas kawasan lindung yaitu tercapai 191,55 

km (55,55%) dari total rencana 344,81 km. 

a) Pada rentang waktu audit (April 2023 s.d Maret 2025) terdapat tambahan kegiatan 

penandaan batas kawasan lindung total sepanjang 7,15 km, sehingga realisasi 

penandaan batas kawasan lindung yang telah dilaksanakan oleh PBPH PT Narkata 

Rimba s.d Maret 2025 yaitu tercapai 198,70 km (57,63%) dari total rencana 344,81 

km. 

3. Verifier 

3.1.3  

: Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung 

Bobot : 1 

NILAI 

KINERJA 

: BAIK  / Nilai Aktual : 3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) kawasan lindung yang tercantum di Peta 

RKUPHHK-HA Tahun 2021 Periode Tahun 2021 – 2030 dengan Peta Interpretasi Citra 

tahun 2025, kondisi penutupan kawasan lindung yang masih berhutan (Hutan lahan 

kering primer dan Hutan lahan kering sekunder) yaitu 4.431 ha (88,58%) dari total luas 

kawasan lindung 5.002 ha, dengan rincian seperti pada tabel berikut. 

o 
Luas 

(ha) 
Penutupan Lahan (ha) 

Jumlah 

(ha) 
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Jenis 

Kawasan 

Lindung 

Hutan 

Lahan 

Kering 

Primer 

Hutan 

Lahan 

Kering 

Sekunder 

Semak 

Belukar 

Lahan 

Terbuka 

Perke 

bunan 

Tertutup 

Awan 
 

1 
Sempadan 

Sungai 
2,049 - 1,647 67 215  120 2,049 

2 
Badan 

Sungai 
100 - 93 2 4  1 100 

3 

Lereng 

Sangat 

Curam 

(>40%) 

428 39 388 - -  - 428 

4 KPPN/ KKI 1,018 75 943 - -  - 1,018 

5 
Buffer 

Zone HL 
1,169 144 944 - -  81 1,169 

6 

Home 

Range 

Satwa 

238 - 158 62 18  - 238 

 Jumlah 5,002 257 4,174 131 238 0 202 5,001 

 Areal Berhutan 4,431 (88,58%)      

 Areal Non Hutan 570 (11,41%)  
 

4. Verifier 

3.1.4  

 

: Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut 

maka verifier ini menjadi Not Aplicable) 

Bobot : 2 

NILAI 

KINERJA 

: NOT APPLICABLE 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

 Berdasarkan Peta Tanah Pulau Kalimantan skala 1 : 1.000.000 yang diterbitkan oleh 

Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat Bogor tahun 1983 sebagaimana yang tertuang 

dalam dokumen RKUPHHK-HA periode 2021-2030, jenis tanah yang berada di dalam 

areal PBPH PT Narkata Rimba terdiri dari 4 (empat) macam yaitu Pendreh (PDH), 

Maput (MPT), Teweh (TWH) dan Lawanguwang (LWW). Dengan demikian diverifikasi 

pada areal PBPH PT Narkata Rimba tidak terdapat jenis tanah atau kawasan lindung 

berupa areal ekosistem gambut, sehingga tidak terdapat pengelolaan gambut dan 

verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). 

5. Verifier 

3.1.5  

: Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung 

Bobot : 2 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual :2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 a) Berdasarkan pemeriksaan lapangan di kawasan lindung yaitu a) sempadan sungai 

km 56 (RKT 2023) pada koordinat N 10 21’ 29,3” dan E 1160 35’ 21,5”; b) sempadan 

sungai wahau (RKT 2023) pada koordinat N 1˚ 22’ 4,59”; E 116˚ 36’ 33,668”, 

diverifikasi kedua sempadan sungai tersebut kondisi aman dan tidak terdapat 

gangguan/ aktifitas masyarakat seperti perladangan, perkebunan, penambangan 

emas maupun illegal logging, sehingga kondisi kawasan lindung masih tetap terjaga 

dan sesuai dengan fungsinya. 

b) Namun demikian berdasarkan laporan identifikasi awal terhadap perambahan 

hutan dan lahan di Blok Sungai Wahau tanggal 31 Juli 2024, diverifikasi sebagai 

berikut : 

• Terdapat perambahan oleh masyarakat dengan tanaman sawit di Sungai 

Wahau yang masih berproses seluas 157 hektar dan diduga lebih dari 300 

hektar; 

• Terdapat penangkapan satwa langka sempidan biru (Lophura ignita) dengan 

jerat oleh warga di daerah perambahan blok sungai wahau 
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c) Berdasarkan laporan patroli bulan Juli 2024 ditemukan pembalakan liar/ illegal 

logging di Sungai Wahau Petak E-26 RKT 2023. Adanya aktifitas tersebut telah 

dilaporkan ke pihak berwenang yaitu kepolisian. 

a) PBPH PT Narkata Rimba memiliki upaya penyelesaian yang terdokumentasi yaitu 

PT Narkata Rimba telah mengidentifikasi dan memetakan adanya aktifitas/ 

gangguan dalam kawasan lindung tersebut, namun belum sampai pada tahap Nota 

Kesepahaman Kerjasama (NKK). 

6. Verifier 

3.1.6  

 

: Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata 

ruang yang ada di dalam RKUPH 

Bobot : 2 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 a) Pada periode audit diverifikasi implementasi kegiatan pengelolaan kawasan lindung 

diantaranya : 

- Penandaan batas kawasan lindung baru tercapai 198,70 km (57,63%) dari total 

rencana 344,81 km dan telah dipetakan, namun total realisasi penandaan batas 

kawasan lindung tidak disebutkan; 

- Pemeliharaan batas kawasan lindung tahun 2024 dilakukan di KPPN Km 75 dan 

telah dipetakan, namun total realisasi pemeliharaan batas kawasan lindung 

tidak disebutkan; 

- Penanaman rehabilitasi/ pengayaan di Kawasan lindung dengan tutupan non 

hutan (semak belukar dan lahan terbuka) sesuai Peta Interpretasi Citra Tahun 

2025  belum direncanakan secara periodik. 

- Pemasangan plang himbauan himbauan tidak membuang sampah, menangkap 

burung, menebang pohon, berburu, menyetrum ikan, menyetrum ikan, 

meracun, pembakaran dan melakukan perambahan hutan di kawasan lindung 

(sempadan sungai wahau, sungai ute dan sungai telen); 

- Melakukan patroli pengamanan dan perlindungan di kawasan lindung dengan 

intensitas kegiatan seminggu sekali dilakukan oleh team security dan tertuang 

di dalam laporan bulanan patroli; 

- Membuat Laporan pengelolaan dan pemantauan area HCV PT Narkata Rimba 

(Tahun 2023 dan Tahun 2024). 

b) Selama periode 24 bulan terakhir PT Narkata Rimba telah membuat laporan 

pengelolaan kawasan lindung yang tertuang dalam Laporan Pelaksanaan 

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, dengan rincian sebagai berikut : 

No Periode 

Keberadaan Tujuan 

Pelaporan 

SIMPEL 

Waktu 

Pelaporan 

SIMPEL 

Ket 
Ada 

Tidak 

Ada 

1 
Semester I 

Tahun 2023 
√  

- KemenLHK 

- DLH Prov. 

Kaltim 

- DLH Kab. Kutai 

Timur 

Waktu 

pelaporan 

pada 

SIMPEL 

tidak 

terlihat/ 

tercantum  

Berdasarkan 

informasi dari 

Bpk. Limpat 

Soeharto 

selaku 

operator 

SIMPEL, 

penyampaian 

laporan 

pelaksanaan 

RKL RPL 

melalui 

SIMPEL 

dilakukan 

sesuai 

2 
Semester II 

Tahun 2023 
√  

- KemenLHK 

- DLH Prov. 

Kaltim 

- DLH Kab. Kutai 

Timur 

3 
Semester I 

Tahun 2024 
√  

- KemenLHK 

- DLH Prov. 

Kaltim 

- DLH Kab. Kutai 

Timur 



 
 

Halaman 22 dari 63 
 

F1-02.15 Rev.1 

4 
Semester II 

Tahun 2024 
√  

- KemenLHK 

- DLH Prov. 

Kaltim 

- DLH Kab. Kutai 

Timur 

dengan tata 

waktunya dan 

tidak lewat 

periode 

pelaporannya 

 

a) Penyampaian Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan periode 

Semester I & II Tahun 2023 dan Semester I & II Tahun 2024 telah disampaikan 

melalui SIMPEL dan berdasarkan informasi dari Bpk. Limpat Soeharto selaku 

operator SIMPEL, penyampaian laporan pelaksanaan RKL RPL melalui SIMPEL 

dilakukan sesuai dengan tata waktunya dan tidak lewat periode pelaporannya. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.1 

: (16 / 21 x 100 %) = 76,19 %  = SEDANG 

 

Indikator 3.2 : 

Perlindungan dan pengamanan hutan 

 

1. Verifier 3.2.1  

 

 

: Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis 

gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau 

penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau 

jenis gangguan lain yang teridentifikasi. 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BAIK  / Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) PBPH PT Narkata Rimba telah menyusun dan menetapkan SOP 

Perlindungan dan Pengamanan Hutan sesuai dengan jenis gangguan 

hutan yang ada di dalam areal PBPH, yaitu sebagai berikut : 

 

No 
Jenis Gangguan 

Hutan 
Prosedur 

1.  Perambahan 

Kawasan 

SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan. No Dok : 

NR/BIO/SOP-01, Tgl. Terbit : 15 Januari 2024, No. 

Revisi : 2, Tgl. Revisi : 24 April 2025. 

2.  Pemanenan atau 

penebangan tanpa 

izin 

3.  Perburuan flora dan 

fauna 

4.  Pencegahan dan 

pemadaman 

kebakaran 

- Prosedur Operasional Standar Pencegahan dan 

Penanggulangan Kebakaran Hutan. No Dok : 

NR/BINHUT-8/A-0, Tgl. Terbit : 1 November 2009, 

No. Revisi : 4, Tgl. Revisi : 24 April 2025. 

- SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan. No 

Dok : NR/BIO/SOP-01, Tgl. Terbit : 15 Januari 

2024, No. Revisi : 2, Tgl. Revisi : 24 April 2025. 

5.  Hama dan penyakit 

tanaman 

Prosedur Operasional Standar Penggunaan Bahan 

Alami Untuk Pemberantasan Hama dan Penyakit di 

Persemaian. No Dok : NR/BINHUT-12/A-0, Tgl. Terbit 

: 5 Juli 2022, No. Revisi : 2, Tgl. Revisi : 24 April 2025. 

 

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, seluruh prosedur 

yang dibuat telah mengacu kepada pedoman teknis baku. 

2. Verifier 3.2.2  : Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai 

ketentuan 

Bobot : 1 
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NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) Ketersediaaan sarana dan prasarana pada masing-masing jenis 

gangguan hutan yang dimiliki oleh PT Narkata Rimba, yaitu dirinci seperti 

tabel berikut: 

 

No. 

Jenis 

Gangguan 

Hutan 

Sarana Prasarana Jumlah Lokasi Ket 

1 Perambahan 

Kawasan 

Plang/ Baliho himbauan 

dilarang menebang/ 

berladang 

1 Km 56 

Plang tersebut 

baru dipasang 

pada 1 titik 

Plang/ Baliho himbauan 

tidak membuang sampah, 

menangkap burung, 

menebang pohon, 

berburu, menyetrum ikan, 

menyetrum ikan, 

meracun, pembakaran 

dan melakukan 

perambahan hutan 

3 S. 

Wahau, 

S. Ute, 

S. Telen 

Plang dipasang 

di Sempadan 

Sungai 

           

2 Pemanenan 

atau 

penebangan 

tanpa izin/ 

Illegal 

Logging 

Plang/ Baliho himbauan 

tidak menebang pohon, 

berburu, menangkap 

burung, menyetrum ikan 

dan membuang sampah 

sampah didalam kawasan 

4 

Km 53, 

Km 57, 

Km 62, 

Km 67 

 

Plang/ Baliho Himbauan 

Larangan menebang dan 

merusak menyetrum, 

memakai bahan kimia 

2 

S. 

Wahau 

Km 59, 

S. Telen 

Km 63 

 

Plang/ Baliho himbauan 

tidak membuang sampah, 

menangkap burung, 

menebang pohon, 

berburu, menyetrum ikan, 

menyetrum ikan, 

meracun, pembakaran 

dan melakukan 

perambahan hutan 

3 S. 

Wahau, 

S. Ute, 

S. Telen 

Plang dipasang 

di Sempadan 

Sungai 

           

3 Pencegahan 

dan 

pemadaman 

kebakaran 

Plang/ Baliho himbauan 

dilarang melakukan 

kegiatan membakar hutan 

dan lahan 

1 Km 62 

Plang tersebut 

baru dipasang 

pada 1 titik 

Plang himbauan stop 

pembakaran hutan dan 

lahan 

1 Km 62 

Plang/ Baliho himbauan 

tidak membuang sampah, 

menangkap burung, 

menebang pohon, 

berburu, menyetrum ikan, 

menyetrum ikan, 

meracun, pembakaran 

dan melakukan 

perambahan hutan 

3 S. 

Wahau, 

S. Ute, 

S. Telen 

Plang dipasang 

di Sempadan 

Sungai 

Sarpras Dalkarhutla 1 Km 62  

Jumlah dan 

Jenis masih 

belum sesuai 

yang 

dipersyaratkan 

PermenLHK 

No. P.32 tahun 

2016 

Pos Dalkarhutla - - Tidak Ada 
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Mobil Tanki Air 1 
Camp 

Km 62 

 

Plang FDR 3 

Pos 

Security 

Km 53, 

Kantor 

Km 62, 

camp 

Binhut 

Km 75  

 

Manara Api 1 Km 81  

Embung Air 4 

Kantor 

Km 62, 

Km 65,  

Km 81, 

Km 58 

 

      

4 Hama dan 

Penyakit 

Tanaman 
Herbisida - - 

Sesuai 

kebijakan 

perusahaan 

tidak 

menggunkan 

pupuk kimia 

Insektisida - -  

Fungisida - -  

Pupuk 2 
Km 62, 

Km 75 

Pupuk Organik 

dari Daun 

Mukuna/ 

kacang-

kacangan 

           

5 Perburuan 

Flora dan 

Fauna 

Pos Security 1 Km 53  

Plang/ Baliho himbauan 

tidak menebang pohon, 

berburu, menangkap 

burung, menyetrum ikan 

dan membuang sampah 

sampah didalam kawasan 

4 

Km 53, 

Km 57, 

Km 62, 

Km 67 

Plang tersebut 

telah dipasang 

dibeberapa titik, 

namun belum di 

pasang di 

Kawasan 

Lindung 

Plang/ Baliho himbauan 

tidak membuang sampah, 

menangkap burung, 

menebang pohon, 

berburu, menyetrum ikan, 

menyetrum ikan, 

meracun, pembakaran 

dan melakukan 

perambahan hutan 

3 S. 

Wahau, 

S. Ute, 

S. Telen 

Plang dipasang 

di Sempadan 

Sungai 

 

b) Sarana prasarana gangguan hutan, ada sebagian belum lengkap 

sebagaimana yang terinci pada tabel diatas. Hasil pemeriksaan lapangan 

sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan dalam kondisi 

berfungsi dengan baik. 

3. Verifier 3.2.3  : Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan 

pemanfaatan teknologi 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Narkata 

Rimba saat ini, terdiri dari : 

 

 

No. Unit Kerja Kewajiban Jumlah 

Personil 

Personel 

Certified 
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Perlindungan dan 

Pengamanan Hutan 

(terkini) 

1. Regu Pemadam Kebakaran 1 regu (15 

personil) 

1 regu (19 

personil) 

0 

2. Security 11 8 1 

 

b) Jumlah personel dari setiap unit kerja yaitu security dinilai tidak 

proporsional berdasarkan intensitas kejadian perkara (frekuensi per 

tahun), dukungan fasilitas teknologi dan luasan PBPH nya. 

c) Keberadaan personel terlatih (memilki sertifikat pelatihan sesuai bidang 

kegiatan perlindungan pengamanan hutan), dinilai kurang. 

d) Baru memiliki MoU atau kesepakatan MPA dengan 1 (satu) Desa binaan 

yaitu Desa Nehas Liah Bing dari total 5 Desa Binaan 

e) PBPH PT Narkata Rimba sebagian telah memanfaatkan teknologi dalam 

melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti melakukan 

pemantauan hotspot secara berkala setiap bulan dengan memanfaatkan 

data dari website SiPongi. Sedangkan untuk memanfaatkan teknologi 

lainnya dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti 

penggunaan drone dalam kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan 

belum dilakukan. 

 

4. Verifier 3.2.4  : Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif) 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : BAIK  / Nilai Aktual : 3x2=6 

Ringkasan 

Justifikasi 

 a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan 

pengamanan hutan yang terkait dengan : 

a) tindakan preemtif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi 

di lapangan berupa 1) Sosialisasi secara langsung kepada 

masyarakat Desa Nehas Liah Bing terkait perlindungan dan 

pengamanan hutan tertuang dalam Berita Acara Kegiatan Sosialisasi 

Perlindungan dan Pengamanan Hutan di Desa Nehas Liah Bing 

tertanggal 22 Agustus 2024; 2) Sosialisasi secara langsung kepada 

masyarakat Desa Diaq Lay terkait perlindungan dan pengamanan 

hutan tertuang dalam Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Perusahaan 

dan Pemetaan Sosial Ekonomi Desa tertanggal 4 Oktober 2024; 3) 

Sosialisai secara langsung kepada masyarakat Desa Muara Wahau, 

Desa Dea Beq, Desa Bea Nehas terkait perlindungan dan 

pengamanan hutan melalui aplikasi google form. 

b) tindakan preventif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi 

di lapangan berupa 1) Penempatan pos security di 1 lokasi yaitu km 

53; 2) Penyediaan anggota satpam/security sebanyak 8 personil 

(Kewajiban 11 personil), namun hanya 1 personil security yang 

memiliki kualifikasi/ sertifikat pelatihan, sedangkan 7 personil lainnya 

tidak memiliki kualifikasi/ sertifikat pelatihan; 3) Penyediaan 1 regu inti 

dalkarhutla dengan total personil 19 orang (kewajiban jumlah personil 

dalam regu inti sesuai PermenLHK Nomor: 

P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 yaitu 2 regu inti berjumlah 30 

personil), namun seluruh personil regu inti belum memiliki kualifikasi/ 

sertifikat pelatihan manggala agni; 4) Patroli dilakukan oleh Team 

Perlindungan hutan (security) setiap 1 minggu sekali di lokasi Blok 

RKT dan Kawasan Lindung Sempadan Sungai (sekitar km 53 s.d km 

56); 5) Monitoring hotspot dengan satelit SiPongi periode April 2023 

s.d Maret 2025 tertuang dalam laporan bulanan pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan; 6) Penyediaan peralatan pengendalian 

kebakaran hutan (jenis dan jumlah masih kurang sesuai dengan 

PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016); 7) memiliki 
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Peta Rawan Kebakaran Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk 

mempermudah identifikasi areal rawan kebakaran; 8) memiliki Plang 

FDR yaitu di 3 titik/ lokasi di Pos Security Km 53, Kantor Km 62, camp 

Binhut Km 75, namun pelaporannya belum dibuat sesuai ketentuan; 

9) memiliki embung air sebagai sumber air saat terjadi kebakaran 

yaitu di 4 titik/ lokasi di Kantor Km 62, Km 65,  Km 81, Km 58; 10) 

Telah memasang plang-plang himbauan dilarang berladang, 

membakar hutan & lahan, illegal logging,  berburu satwa liar (jumlah 

plang himbauan masih kurang); 11) memiliki MoU atau kesepakatan 

MPA dengan 1 (satu) Desa binaan yaitu Desa Nehas Liah Bing sesuai 

dengan Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT Narkata Rimba dengan 

MPA Desa Nehaa Liah Bing tertanggal 26 April 2025.. 

c) tindakan refresif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di 

lapangan berupa melaporkan ke Polsek Kec. Muara Wahau terkait 

adanya terdapat penebangan kayu oleh masyarakat tanpa izin di 

lokasi RKT 2024 

b) Setiap tindakan sesuai dimaksud butir b) yang tercatat atau 

terdokumentasi. 

c) PBPH PT Narkata Rimba melaporkan hasil kegiatan perlindungan dan 

pengamanan hutan secara bulanan sesuai kejadian melalui SIPONGI 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 

: (13 / 15 x 100 %) = 86,67 %  = BAIK 

 

Indikator 3.3 : 

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan 

hutan 

1. Verifier 

3.3.1  

: Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap 

komponen fisik dan kimia 

Bobot : 1 

NILAI 

KINERJA 

: BAIK / Nilai Aktual : 3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) PBPH PT Narkata Rimba telah memilki SOP pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan terkait penanganan dampak fisik dan kimia dari kegiatan usaha 

pemanfaatan hutannya, meliputi : 

 

No Jenis Pengelolaan 

dan/ atau Pemantauan 

Fisik Kimia serta 

Pengelolaan Limbah 

B3 

Prosedur 

A. Komponen Fisik Kimia 

1.  Kualitas Udara Ambien Standar Operasional Prosedur Pemantauan 

Kualitas Udara Ambien, Kebisingan dan 

Getaran. No Dok : NR/LINGKUNGAN-20/A-0, 

Tgl. Terbit : 23 April 2025, No. Revisi : -, Tgl. 

Revisi : -. 

2.  Kebisingan 

3.  Laju Erosi Prosedur Operasional Standar Pemantauan 

Erosi. No Dok : NR/LINGKUNGAN-3/A-0, Tgl. 

Terbit : 10 Februari 2024, No. Revisi : 1, Tgl. 

Revisi : 23 April 2025. 

4.  Beban Sedimentasi Prosedur Operasional Standar Pemantauan 

Debit Air dan Sedimentasi Sungai. No Dok : 

NR/LINGKUNGAN-4/A-0, Tgl. Terbit : 4 April 

2009, No. Revisi : 1, Tgl. Revisi : 10 Februari 

2024. 
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5.  Kualitas Air Permukaan Prosedur Operasional Standar Pemantauan 

Kualitas Fisik Kimia Air Sungai. No Dok : 

NR/LINGKUNGAN-5/A-3, Tgl. Terbit : 4 April 

2009, No. Revisi : 3, Tgl. Revisi : 23 April 2025. 

6.  Debit Aliran Permukaan Prosedur Operasional Standar Pemantauan 

Debit Air dan Sedimentasi Sungai. No Dok : 

NR/LINGKUNGAN-4/A-0, Tgl. Terbit : 4 April 

2009, No. Revisi : 1, Tgl. Revisi : 10 Februari 

2024. 

7.  Tata Air Permukaan 

 

 

B. Pengelolaan Limbah B3 

1.  Pengelolaan limbah B3 Prosedur Operasional Standar Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 

No Dok : NR/Bengkel&Gudang-3/A-0, Tgl. 

Terbit : 4 April 2011, No. Revisi : 4, Tgl. Revisi 

: 10 Maret 2022. 

2.  Pengelolaan limbah 

domestik 

Prosedur Operasional Standar Penanganan 

Limbah Domestik. No Dok : NR/UMUM-13/A-0, 

Tgl. Terbit : 5 September 2017, No. Revisi : 1, 

Tgl. Revisi : 23 April 2025. 

 

b) Telah memilki SOP terkait penanganan limbah B3, yaitu sesuai SOP No : 

NR/Bengkel&Gudang-3/A-0, Tgl. Terbit : 4 April 2011, No. Revisi : 4, Tgl. Revisi 

: 10 Maret 2022. 

c) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai ; 

d) telah lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam 

AMDAL PBPH PT Narkata Rimba. 

d) Seluruh prosedur sesuai dengan acuan regulasi yang berlaku. 

2. Verifier 

3.3.2  

 

 

: Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak 

terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang 

didukung dengan SDM yang memadai 

Bobot : 1 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) Keberadaan sarana prasarana dan alat untuk penanganan dampat fisik dan 

kimia termasuk pengelolaan B3 yang dimiliki PBPH PT Narkata Rimba saat 

ini (audit Penilikan Ke-3) meliputi : 

No Uraian 

Sarana 

Prasarana 

Pengelolaan 

dan 

Pemantauan 

Jumlah Lokasi Keterangan 

 Komponen 

Fisik dan 

Kimia 

 

 

  

1.  Kualitas 

Udara 

Ambien 

Uji 

Laboratorium 

Bekerja sama 

dengan pihak 

kedua yang 

telah 

terakreditasi 

- - Tidak Ada 

  Pengukuran 

curah hujan 

(ombrometer) 

1 Kantor km 62 Kondisi keran dari 

ombrometer rusak  
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2.  Kebisingan Uji 

Laboratorium 

Bekerja sama 

dengan pihak 

kedua yang 

telah 

terakreditasi 

- - Tidak Ada 

3.  Laju Erosi Stik Ukur 

4 

- TPn 

Petak E23 

RKT 2023 

- Jalan 

Sarad 

Petak E24 

RKT 2023 

- TPn 

Petak 

D22 RKT 

2023 

- Jalan 

Sarad 

Petak 

D23 RKT 

2023 

Metode stik erosi 

dengan bahan dari 

kayu bulat kecil atau 

pipa paralon panjang 

50 cm dan sebanyak 

50 batang, jarak 

setiap stik 10 cm 

 

4.  Kualitas Air 

Permukaan 

Uji 

Laboratorium 

Bekerja sama 

dengan pihak 

kedua yang 

telah 

terakreditasi 

4 

- Inlet S. 

Heleu 

- Inlet S. 

Wahau 

- Outlet S. 

Wahau 

- Anak S. 

Telen 

Bekerjasama dengan 

Laboratorium Kualitas 

Air, Fakultas 

Perikanan dan Ilmu 

Kelautan Universitas 

Mulawarman. 

5.  Beban 

Sedimentasi 

& Tata Air 

Permukaan 

Penanaman 

vegetasi 

sebagai 

penutup 

lahan terbuka 

 

RKT 2023 

meliputi kiri 

kanan jalan, 

areal non 

produktif 

(TPn dan 

jalan sarad) 

Penanaman dengan 

jenis sungkai, 

meranti, kapur 

6.  Debit Aliran 

Permukaan 

Sedimen trap 

1 
Jalan Sarad 

RKT 2023 

Menggunakan papan 

kayu yang dipasang 

pada alur/ parit dan 

dipasang pada 

beberapa titik 

berjenjang 

  Pemantauan 

debit air 

sungai 

2 

- S. Deng 

Lia 

- S. Wahau 

 

 Pengelolaan 

Limbah B3 

 
 

  

1.  TPS Limbah 

B3 

Bangunan 

TPS Limbah 

B3 

1 

Kantor km 62 - TPS Limbah B3 

belum memiliki 

izin pendirian TPS 

Limbah B3. 

- Pada gudang 

limbah padat 

belum ada 

penyekatan sesuai 

jenis limbahnya. 
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- Rancang 

bangun/spesifikasi 

bangunan TPS 

Limbah B3 belum 

sesuai dengan 

ketentuan 

Lampiran I 

PermenLHK P.12 

tahun 2020 

  Workshop 

1 

Kantor km 62 Bangunan sudah 

kedap air (cor semen) 

dan sudah dilengkapi 

oil trap 

  Rumah 

Genset 
1 

Kantor km 62 Bangunan sudah 

kedap air (cor semen) 

dan sudah dilengkapi 

oil trap 

  Tempat 

Pengisian 

BBM 

1 

Kantor km 62 Bangunan sudah 

kedap air (cor semen) 

dan sudah dilengkapi 

oil trap. Kondisi 

bagian depan tempat 

pengisian kondisi 

semen rusak, namun 

telah dilakukan 

semenisasi. 

2.  TPS Sampah 

Organik dan 

An Organik 

Pemisahan 

sampah 

organik dan 

anorganik 
 

• Kantor 

Km 62 (5 

set) 

• Mess 

Karyawan 

• Mess 

Tamu 86 

(1 set) 

Berupa Bak/ Tong 

sampah yang terpisah 

Organik dan An 

Organik 

3.  TPA 

Sampah 

Organik dan 

An Organik 

Pemisahan 

sampah 

organik dan 

anorganik 

1 Km 61 

Dibuat berupa 2 

lubang besar dan 

dipisahkan antara 

sampah organik dan 

Anorganik 

 

b) Untuk Uji Udara Ambien dan Kebisingan memang masih belum dilakukan 

mengingat sumber emisi dan kebisingan hanya berasal dari Genset dengan 

20 KVA yang Dimana ini tidak termasuk dalam pengukuran uji serta izin 

dalam operasional genset sesuai dengan PP RI No.22 Tahun 2021, 

PermenLHK No.11 tahun 2021 serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2009. 

 

c) Kepemilikan sarana prasarana dan alat tersebut, dinilai : 

e) Sebagian lengkap sesuai yang diprasyaratkan; 

f) Didukung oleh personel PBPH yang terlatih (memilki sertifikat pelatihan) 

yaitu GANISPH Binhut sebanyak 1 personil yaitu Murni dengan No. 

Register : 03220017836 sesuai Persetujuan Penugasan GANISPH No. 

110922002 tanggal 6 September 2022, masa berlaku penugasan s.d 

tanggal 23 Agustus 2025 dan Persetujuan Penempatan GANISPH No. 

111513944257 tanggal 7 September 2022, masa berlaku penempatan 

s.d tanggal 23 Agustus 2025; 

d) Selanjutkan untuk SDM pengelolaan B3, PT Narkata Rimba belum memiliki 

SDM yang berkompeten/ berkualifikasi sebagai PLB3/ OPLB3. 
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3. Verifier 

3.3.3 

 

 

: Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik 

dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan 

Bobot : 2 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen 

fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai sudah dilakukan oleh 

PT Narkata Rimba, namun demikian tidak mengurangi dampak lingkungan. 

b) Implementasi dalam pengelolaan dan pemantauan dampak dari  aktifitas 

operasional PT Narkata Rimba saat ini lebih baik, karena sudah tidak 

menggunakan Alat berat dan alat2 mekanisasi lainnya yang dapat 

menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta juga semua 

bentuk kegiatan operasional lebih mengarah ke Konservasi dan Restorasi 

sehingga daya dukung lingkungan harusnya lebih baik dari waktu-waktu 

sebelumnya. 

 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 

: (9 / 12 x 100%) = 75,00% = SEDANG 

 

 

 

 

Indikator 3.4 : 

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), 

terancam punah (threatened) dan endemik 

 

1. Verifier 3.4.1 

 

: Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PBPH PT Narkata Rimba memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan 

identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen SOP 

Pemantauan Tumbuhan dan Satwa Liar. No Dok : NR/BIO/SOP-01, Tgl. 

Terbit : 15 Januari 2024, No. Revisi : 1, Tgl. Revisi : 24 Februari 2025 yang 

dibuat belum mengacu sesuai regulasi terkini seperti : 

- Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 

INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang 

Perlindungan Satwa Liar Atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan 

Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan. 

- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 

SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang 

perlindungan satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan 

Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). 

- Standar Operasional Prosedur No. 

SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 

tentang Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan, 

yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya 

Alam dan Ekosistem. 
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- PermenLHK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa 

(penilaian dan klasifikasi satwa, cara penyelamatan jenis satwa, 

penyelamatan satwa secara insitu dan eksitu, dan sebagainya). 

2. Verifier 3.4.2 

( Bobot : . ) 

 

 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi di 

dalam areal PBPH telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan prosedur. 

3. Verifier 3.4.3 

 

 

: Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi oleh 

PT Narkata Rimba telah sesuai prosedur, termasuk status 

perlindungannya telah sesuai dengan hasil identifikasi dan didukung 

dengan rekaman yang memadai. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.4 

: (14 / 15 x 100%) = 93,33%  = BAIK 

 

 

 

 

Indikator 3.5 : 

Pengelolaan flora dan fauna untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak 

rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 

2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan 

terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi 

1. Verifier 3.5.1 

 

: Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna 

yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BAIK  / Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PBPH PT Narkata Rimba memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen 

- Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Flora yang dilindungi 

dan/atau langka (endangered), jarang (Rare), Terancam Punah 

(Threatened) dan Endemik. No. Dok : NR/LINGKUNGAN-14/A-0, Tgl. 

Terbit : 4 November 2010, No. Revisi : 1, Tgl. Revisi : 22 April 2025; 

- Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Fauna yang dilindungi 

dan/atau langka (endangered), jarang (Rare), Terancam Punah 

(Threatened) dan Endemik. No. Dok : NR/LINGKUNGAN-14/A-0, Tgl. 

Terbit : 4 November 2010, No. Revisi : 1, Tgl. Revisi : 22 April 2025. 

Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna yang dibuat 

telah mengacu sesuai regulasi terkini. 

2. Verifier 3.5.2 

 

: Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam punah dan endemik 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2x2=4 
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Ringkasan 

Justifikasi 

: a) PBPH PT Narkata Rimba melaksanakan kegiatan pengelolan flora dan 

fauna, namun ada sebagian yang belum sesuai ketentuan SOP yang 

dibuatnya. 

b) Tersedia dokumen laporan / hasil pencatatan data dari  kegiatan 

pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Narkata Rimba, dan 

dilengkapi peta kerjanya. 

c) PT Narkata Rimba sudah membentuk tim Satgas dalam Pengelolaan 

dan perlindungan serta monitoring dan mitigasi konflik satwa liar dan 

manusia serta sudah dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas 

secara internal (IHT) 

 

 

3. Verifier 3.5.3 

 

 

: Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 

punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual :2x2= 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) Kondisi flora dan fauna dilindungi yang berada di areal PBPH PT 

Narkata Rimba dapat diketahui dengan ketersediaan alokasi areal 

sebagai habitat, lintasan, gangguan dari pihak luar seperti perburuan 

satwa, illegal logging, perambahan kawasan hutan, penambangan 

emas secara illegal dll. 

b) Dalam menjaga kondisi flora dan fauna di dalam areal PBPH, PT 

Narkata Rimba telah memiliki upaya dalam hal beberapa hal, yaitu 

sebagai berikut : 

- Melakukan penandaan batas Kawasan Lindung sesuai dengan 

Blok RKT berjalan; 

- Mengalokasikan kawasan lindung seluas 5.002 Hektar, terdiri dari 

1) Sempadan Sungai luas 2.049 hektar; 2) Badan Sungai luas 100 

hektar; 3) Lereng Sangat Curam luas 428 hektar; 4) KPPN/KKI 

luas 1.018 hektar; 5) Buffer Zone HL luas 1.169 hektar dan 6) 

Home Range Satwa luas 238 hektar sebagai tempat flora dan 

fauna/ satwa dilindungi; 

- Pemasangan papan-papan himbauan seperti dilarang berburu, 

membakar hutan dan lahan, plang jenis-jenis satwa dilindungi. 

c) Berdasarkan laporan identifikasi awal terhadap perambahan hutan 

dan lahan di Blok Sungai Wahau tanggal 31 Juli 2024, diverifikasi 

sebagai berikut : 

- Terdapat perambahan oleh masyarakat dengan tanaman sawit di 

Sungai Wahau yang masih berproses seluas 157 hektar dan 

diduga lebih dari 300 hektar; 

- Terdapat penangkapan satwa langka sempidan biru (Lophura 

ignita) dengan jerat oleh warga di daerah perambahan blok 

sungai wahau 

d) Berdasarkan laporan patroli bulan Juli 2024 ditemukan pembalakan 

liar/ illegal logging di Sungai Wahau Petak E-26 RKT 2023. 

e) Dengan demikian masih terdapat gangguan terhadap flora dan fauna 

yang dilindungi di dalam areal PBPH PT Narkata Rimba, dikarenakan 

masih adanya kegiatan perambahan, illegal logging dan perburuan 

satwa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.5 

: (11 / 15 x 100%) = 73,33%  = SEDANG 
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4. ASPEK SOSIAL 

Indikator 4.1 : 

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah 

masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal 

PBPH Hutan Produksi. 

 

1. Verifier 4.1.1 

 

: Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal 

kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.  

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BAIK  / Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Narkata Rimba memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak 

dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi 

areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif meliputi : 

- SOP Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Masyarakat Lokal (NR/U&P-

10/A-0)  

- SOP Pemberian Fee Kepada Masyarakat (Fee Produksi dan Dana Tali 

Asih) (NR/Sosial-09/A-0)  

- SOP Studi Dampak & Kelola Sosial (NR/SOSIAL -1/A-1) revisi 1  

- SOP Pemetaan Batas Partisipatif Nomor dokumen: NR/PMDH-03/A-0  

 

PT Narkata Rimba memiliki SOP/prosedur yang telah mengakomodir 

pengakuan hak-hak masyarakat adat/masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfaatan SDH, dimana aktivitas masyarakat ke dalam areal 

untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya tetap diperbolehkan dan acuan 

dari SOP ini telah mengacu pada peraturan terbaru.. 

 

2. Verifier 4.1.2 

 

: Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-

hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PBPH PT Narkata Rimba memiliki rekaman yang berisi data dan informasi 

hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat,tertuang dalam : 

• Peta Sebaran Lokasi Desa Binaan Unit Management PT Narkata Rimba 

skala 1:100.000. Pada Peta ini dijelaskan areal desa yang terdapat di PT 

Narkata Rimba dimana terdapat 5 Desa Binaan yaitu Desa Bea Nehas, 

Desa Nehas Liah Bing, Desa Diaq Lay, Desa Dea Beq dan Desa Muara 

Wahau.  

• Dokumen RKTPH Tahun 2023-2025 

• Tersedia dokumen Mitigasi dan Rencana Kerja Kelola Sosial tahun 2024 

dan tahun 2025.  

• Tersedia dokumen Laporan Penilaian Dampak Sosial PT Narkata Rimba 

Tahun 2024 

 

PT Narkata Rimba memiliki dokumen yang berisi data dan informasi hasil 

pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat setempat seperti peta sebaran desa binaan, 

dokumen SIA, dokumen mitigasi dan rencana Kelola sosial. 

3. Verifier 4.1.3 

 

 Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal 

PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat sesuai prosedur 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4  
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Ringkasan 

Justifikasi 

: a) PBPH PT Narkata Rimba telah membuat peta deliniasi areal PBPH yang 

dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, 

namun baru sebagian 

b) Sampai dengan saat audit bulan April 2025, penandaan batas secara 

partisifatif di lapangan sesuai peta deliniasi yang dibuat sesuai butir a), 

baru mencapai < 80%  

c) Hasil pelaksanaan kegiatan penandaan batas partisipatif, terdokumentasi 

berupa : 

• Berita Acara Kesepakatan 4 (empat) desa sekitar areal (Muara 

Wahau, Dea Beq, Bea Nehas dan Diaq Lay) tanggal 5 Juli 2000, 

hasil kesepakatan menyebutkan bahwa batas desa berdasarkan 

batas alam (hulu anak sungai), sebagai dasar pembayaran Fee 

Kompensasi. Kesepakatan batas wilayah desa tersebut hanya di 

atas peta, akan tetapi batas definitif di lapangan belum dilakukan 

penataan batas secara partisipatif. 

• Tata Batas PT Narkata Rimba di lapangan belum temu gelang 

dimana tata batas yang telah direalisasikan sepanjang 34.278 M 

dari 145.467 M (23,56%) sesuai dengan dokumen administrasi 

contoh TBT No 1530 Tahun 2011. Sisa tata batas yang dilakukan 

sepanjang 111.189 M. Sehingga luas dan batas PT Narkata Rimba 

dengan wilayah desa/masyarakat belum jelas. 

• Masih terdapat perambahan/perladangan yang dilakukan oleh 

Masyarakat dengan luasan yang telah diidentifikasi 665,77 Ha 

namun belum dijelaskan jenis tanamannya.  

d) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan PT Narkata Rimba telah 

melakukan deliniasi terhadap wilayah masing-masing desa di dalam 

arealnya dalam Peta Sebaran Desa, akan tetapi batas masih terdapat 

klaim lahan berupa sawit, karet dan lainnya. 

 

PT Narkata Rimba telah melakukan deliniasi terhadap wilayah masing-masing 

desa di dalam arealnya pada Peta Sebaran Desa, akan tetapi batas dilapangan 

baru mencapai < 80% yang telah dilakukan penataan batasnya secara 

partisipatif, PT Narkata Rimba telah melakukan penandaan sesuai dengan 

prosedur 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.1 

: ( 10 / 12 ) x 100 %  =  83,33%  = BAIK 

 

 

Indikator 4.2 : 

Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan 

terukur 

 

1. Verifier 4.2.1 

 

: Tersedia laporan pemetaan potensi konflik 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : BURUK / Nilai Aktual :1x2= 2  

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) PBPH PT Narkata Rimba telah membuat dan melaporkan kepada  Dinas 

Kehutanan Provinsi dan BPHL setempat tentang hasil pemetaan konflik 

di areal PBPH nya, namun tidak secara periodik setiap 6 (enam) bulan 

sekali 

b) Selama periode audit Tahun 2023-2024, terdapat Laporan Hasil 

Pemetaan Konflik berupa : 
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• Laporan Pemetaan Potensi Konflik PT Narkata Rimba semester 2 

Tahun 2023 dengan status aman 26,81%  yang dilaporkan ke Dinas 

Provinsi dan BPHL Provinsi Tanggal 25 Oktober 2024 

• Laporan Pemetaan Potensi Konflik PT Narkata Rimba semester 1 

Tahun 2024 dengan status aman 26,81% yang dilaporkan ke Dinas 

Provinsi dan BPHL Provinsi Tanggal 25 Oktober 2024 

• Laporan Pemetaan Potensi Konflik PT Narkata Rimba semester 2 

Tahun 2024 dengan status terkendali 44% yang dilaporkan ke Dinas 

Provinsi dan BPHL Provinsi Tanggal 25 Oktober 2024 

• Peta Patroli dengan skala 1:130.000  

c) Berdasarkan hasil telaahan terhadap seluruh laporan sesuai dimaksud 

point b), diketahui laporan dibuat : 

- Telah sesuai pada PermenLHK Nomor P.8 Tahun 2021 Lampiran V 

- mencakup seluruh potensi konflik yang teridentifikasi, seperti 

ditemukan gesekan kayu di rencana blok Tahun 2034 dan terdapat 

kebun sawit di dalam areal yang masih dilakukan identifikasi 

PT Narkata Rimba memiliki laporan yang disusun sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan namun penyampaian laporannya ke instansi terkait, 

sebagian terlambat (Laporan Semester I) 

 

2. Verifier 4.2.2 : Tersedia mekanisme resolusi konflik 

 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

:  

a) PBPH PT Narkata Rimba  telah memilki dokumen prosedur terkait 

mekanisme pengaturan dalam rangka penyelesaian konflik areal dengan 

masyarakat di areal PBPH tertuang dalam : 

• Prosedur Operasional Standar Penanganan Konflik Berbasis Lahan 

(NR/SOSIAL-2/A-0) revisi 2 tanggal 2 November 2024 

b) Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen prosedur resolusi konflik 

sesuai dimaksud butir a) : 

- Mencakup seluruh potensi konflik yang teridentifikasi,  

- Baru sebagian disosialisasikan kepada pihak terkait; 

- Belum disepakati oleh para pihak terkait 

PT Narkata Rimba memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk 

prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada, telah 

disosialisasikan sebagian pihak. 

 

 

3. Verifier 4.2.3 

 

: Tersedia   kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan 

pendanaan 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3x1=3  

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) PBPH PT Narkata Rimba telah memiliki struktur organisasi/lembaga 

yang bertugas khusus menangani konflik dan telah menyiapkan dana 

untuk penanganan konflik yang dibuat setiap tahun. Struktur Organisasi 

penyelesaian konflik tertuang dalam dokumen Susunan Tim 

Penyelesaian Konflik Berbasis Lahan di PT Narkata Rimba tanggal 29 

November 2024 sesuai dengan SK nomor 001/NR-

CW/SK.SOS/VII/2024, dilengkapi dengan jobdesk yang jelas dan bagan  

b) Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Resolusi Konflik 

Lahan PT Narkata Rimba dibuat setiap tahunnya 

Kelembagaan yang dibentuk sesuai dimaksud butir a) : 

• Telah melibatkan para pihak terkait; dan 
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• Uraian peran/tugas/fungsi dari setiap pihak telah terdeskripsi secara 

jelas/terukur. 

PT Narkata Rimba memiliki struktur organisasi/lembaga penanganan konflik 

yang melibatkan para pihak, PT Narkata Rimba telah  menyiapkan anggaran 

untuk penanganan konflik, sesuai dengan kebutuhan yang pengalokasiannya 

menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangan. 

 

4. Verifier 4.2.4 

 

: Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

 a) PBPH PT PT Narkata Rimba telah menetapkan rencana resolusi konflik 

di areal PBPH nya, sesuai dokumen pemetaan konflik yang disusun 

berdasarkan hasil pemetaan konflik dan tersedia SDM yang 

bertanggung jawab,. 

b) Dokumen resolusi konflik sesuai dimaksud butir a), telah memuat :  

- sasaran lokasi konflik, termasuk sasaran yang belum dicapai pada 

tahun sebelumnya; 

- tata waktu; 

- alokasi sumber daya (SDM dan biaya); 

- mekanisme kerja; 

- monitoring; dan   

- evaluasinya 

PT Narkata Rimba telah menyusun rencana resolusi konflik berdasarkan hasil 

pemetaan konflik yang dibuat setiap tahun yang memuat sasaran, tata waktu 

dan alokasi SDM & biaya. 

 

5. Verifier 4.2.5 

 

: Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4  

Ringkasan 

Justifikasi 

 a) Kegiatan dalam rangka penanganan konflik di areal PBPH selama 

periode audit bulan 2023- 2024 masih meliputi kegitann identifikasi 

kepemilikan klaim. Saat ini proses tahapan identifikasi sudah mencapai 

62,5% 

b) Realisasi penanganan konflik sesuai dimaksud butir a) : 

- terdokumentasi berupa laporan seperti tersebut pada point a) diatas  

- telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi dan BPHL XI 

Samarinda 

- Realisasi proses penyelesaian > 50% 

PT Narkata Rimba memiliki dokumen kronologis penyelesaian konflik yang 

ada di areal, dan PT Narkata Rimba telah membuat laporan realisasi 

pelaksanaan penanganan konflik, dan telah menyampaikannya  kepada 

instansi yang berwenang dengan Realisasi penyelesaian 62,5% 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 

: ( 14 / 21 ) x 100 %  = 66,67 %  = SEDANG  
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Indikator 4.3 : 

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 

 

1. Verifier 4.3.1 

 

: Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh 

aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH. 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) PBPH PT Narkata Rimba melakukan kegiatan pendataan masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, 

terpengaruh oleh aktivitas  pengelolaan SDH oleh PBPH PT Narkata 

Rimba tertuang : 

✓ Peta Sebaran Desa skala 1: 100.000 

✓ Laporan Hasil Hutan Bukan Kayu setiap Bulan pada tahun 2023-

2024, pada dokumen ini HHBK, 

✓ Dokumen Social Impact Assessment tahun 2024 

✓ Daftar karyawan lokal (47,82%) 

✓ Pelaksanaan Program CSR namun belum sesuai dengan RKTPH 

✓ Dan lainnya 

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud 

butir a) : 

- Data dan informasi mencakup seluruh desa yang berada di sekitar 

areal  PBPH PT Narkata Rimba 

- Telah dilakukan updating setiap 5 (lima) tahun sekali. 

c) PT Narkata Rimba memiliki dokumen atau data    dan informasi masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, 

terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH belum 

seluruhnya lengkap namun telah diperbaharui dalam lima tahun terakhir. 

 

2. Verifier 4.3.2 

 

: Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PBPH PT Narkata Rimba telah menetapkan kebijakan atau prosedur terkait 

peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat, sesuai dokumen : 

• SOP Peningkatan Peran Serta masyarakat Lokal Nomor dokumen: 

NR/SOSIAL-6/A-0 

• SOP Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Masyarakat Lokal 

(NR/U&P-10/A-0)  

• SOP Pemberian Fee Kepada Masyarakat (Fee Produksi dan Dana 

Tali Asih) (NR/Sosial-09/A-0)  

• SOP Studi Dampak & Kelola Sosial (NR/SOSIAL -1/A-1) revisi 1  

• Surat Perjanjian Kerja sama Pengadaan dan Pembelian Sayur 

Mayur antara PT Narkata Rimba dengan Supplier Ada Ono nomor 

002/SPK-CM/I/2024 tanggal 3 Januari 2024. Pada dokumen ini 

dijelaskan tugas dan tanggung jawab kedua belah pihak 

• Surat Perjanjian Kerja sama Penyedia Makanan antara PT Narkata 

Rimba dengan Supplier Pondok Prasmanan Selero Basamo nomor 

001/SPK-CM/I/2024 tanggal 2 Januari 2024. Pada dokumen ini 

dijelaskan tugas dan tanggung jawab kedua belah pihak. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang terkena 

program peningkatan aktifitas ekonomi produktif, masing-masing dengan 

Kepala Desa Nehas Liah Bing (Ibu Yosepa Ping), Kepala Adat Dea Beq 
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(Cornelius Kelwat), dan Kepala Adat Desa Bea Nehas (Bpk Benoo) 

diperoleh informasi bahwa sebagian masyarakat telah mengetahui secara 

umum untuk proses pengajuan program peningkatan ekonomi. 

 

    

3. Verifier 4.3.3 

 

: Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya 

peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) PBPH PT Narkata Rimba  telah menetapkan kebijakan atau prosedur 

terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen : 

• Peta Sebaran Lokasi Desa Binaan Unit Manajemen PT Narkata 

Rimba skala 1:100.000. Pada Peta ini dijelaskan areal desa yang 

terdapat di PT Narkata Rimba dimana terdapat 5 Desa Binaan yaitu 

Desa Bea Nehas, Desa Nehas Liah Bing, Desa Diaq Lay, Desa Dea 

Beq dan Desa Muara Wahau.  

• Dokumen RKTPH Tahun 2023-2025 

• Tersedia dokumen Mitigasi dan Rencana Kerja Kelola Sosial tahun 

2024 dan tahun 2025.  

• Tersedia dokumen Laporan Penilaian Dampak Sosial PT Narkata 

Rimba Tahun 2024 

• Perusahaan memiliki pendataan lengkap terhadap kegiatan 

perladangan/perambahan yang dilakukan seperti kepemilikan lahan 

dan luasan 

• .Tersedia dokumen Laporan Monitoring Pos Satpam Hasil Hutan 

Bukan Kayu tahun 2024 setiap bulannya. Pada dokumen ini 

dijelaskan nama masyarakat, asal desa dan tujuan ketika masuk ke 

dalam areal PT Narkata Rimba. Untuk Bulan September 2024 

terdapat 38 orang dengan tujuan memancing dan 12 orang 

berburu.  

• Pada periode Penilikan ke-3 ini, perusahaan telah memiliki 

dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas 

ekonomi  produktif yang terdapat dalam Rencana Operasional (RO) 

namun belum sesuai dengan rencana yang ada dalam dokumen 

RKTPH. 

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), 

dinilai telah mencakup seluruh masyarakat setempat. 

c) Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang 

terkena program peningkatan aktifitas ekonomi produktif, masing-

masing dengan :\ 

Kepala Desa Nehas Liah Bing (Ibu Yosepa Ping), Kepala Adat Dea Beq 

(Cornelius Kelwat), dan Kepala Adat Desa Bea Nehas (Bpk Benoo) 

diperoleh informasi bahwa program telah dibicarakan namun belum 

ada realisasi 

 

PT Narkata Rimba memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai 

kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat, serta mengakomodir aspirasi masyarakat. 

Namun belum mengacu pada dokumen RKTPH 

 

4. Verifier 4.3.4 

 

: Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan 

peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x2=4 
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Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Narkata Rimba telah melakukan implementasi kegiatan peningkatan 

ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam : 

- Pertanian Menetap 0% 

- Pembayaran Fee 100% 

- Penyerapan tenaga kerja lokal  11 orang dari 23 orang (47,82 

%) 

Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT 

Narkata Rimba sebesar:  

( 0+ 100 + 47,82) % : 3 = 49,27 % (< 50 %) 

 

PT Narkata Rimba telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan 

aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif 

berkelanjutan lainnya, telah mencapai 49,27 % (< 50 %) dari rencana, 

tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 

: (10/ 15 ) X 100 %  =  66,67%  = SEDANG 

 

 

 

Indikator 4.4 : 

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku 

 

1. Verifier 4.4.1 

 

: Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan 

lingkungan Pemegang PBPH  

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 2x3=6 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba melakukan identifikasi masyarakat sekitar dan program 

tanggung jawab sosial & lingkungan dengan survey 30 orang per desa 

menggunakan aplikasi google form yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 

2025 – 4 April 2025 untuk Desa Bea Nehas, Diaq Lay, Nehas Liah Bing, 

Dea Beq dan Desa Muara Wahau. 

Perusahaan juga melakukan sosialisasi kepada Masyarakat yang dilakukan 

pada: 

• Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan 

Hutan di Desa Nehas Liah Bing Tahun 2024 tanggal 21 Agustus 

2024  dihadiri 46 orang. 

• Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan 

Hutan di Desa Bea Nehas Tahun 2024 tanggal 30 September 2024  

dihadiri 15 orang. 

• Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Perusahaan dan Pemetaan Sosial 

Ekonomi Desa di Desa Dea Beq Tahun 2024 tanggal 3 Oktober 2024  

dihadiri 4 orang (tokoh desa). 

• Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Perusahaan dan Pemetaan Sosial 

Ekonomi Desa di Desa Diaq Lay Tahun 2024 tanggal 4  Oktober 

2024 dihadiri 4 orang (tokoh desa). 

• Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Perusahaan dan Pemetaan Sosial 

Ekonomi Desa di Desa Muara Wahau Tahun 2024 tanggal 5  Oktober 

2024 dihadiri 4 orang (tokoh desa).  

Secara umum materi yang disampaikan berupa: 
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• Memberikan informasi terkait batas-batas konsesi PT Narkata Rimba 

termasuk adanya area yang ditetapkan 

• Memberikan informasi terkait perubahan unit bisnis dari PBPH HA 

(Logging) menjadi PBPH RE (Jasling/ Carbon) yang berfokus pada 

konservasi. 

• Melakukan Kegiatan Pemetaan Partisipatif dan Kondisi Sosial Ekonomi 

Desa 

Hasil dari kegiatan ini secara umum dijelaskan bahwa program prioritas 

yang diinginkan secara umum: 

• Agroforestry dengan pilihan komoditi setiap desa berbeda seperti 

kopi, sayuran, buah-buahan, padi, dan alinnya 

• Ekowisata (paket-paket wisata seperti air terjun, arum jeram) 

• Air minum dalam kemasan yang dapat dikelola oleh desa 

• Peternakan yang dikombinasi dengan kehutanan 

Program tanggung jawab sosial & lingkungan yang telah dilakukan prosesnya 

melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, 

melalui forum komunikasi/ konsultasi/ koordinasi, kepada masyarakat desa 

binaan dan telah disepakati dalam notulensi terkait program prioritas seperti 

agroforestry 

.PT Narkata Rimba memiliki sebagian dokumen/ laporan hasil identifikasi 

kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & 

lingkungan. Proses identifikasi melibatkan masyarakat desa terdampak 

dan/atau pihak terkait lainnya, dan disepakati program prioritas. 

 

2. Verifier 4.4.2 

 

 

: Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan 

pemegang PBPH sesuai ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial 

dan lingkungan yang mencakup program prioritas sasaran yang jelas 

dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil 

identifikasi tertuang dalam dokumen : 

• Peta Sebaran Lokasi Desa Binaan Unit Management PT Narkata 

Rimba skala 1:100.000. Pada Peta ini dijelaskan areal desa yang 

terdapat di PT Narkata Rimba dimana terdapat 5 Desa Binaan yaitu 

Desa Bea Nehas, Desa Nehas Liah Bing, Desa Diaq Lay, Desa Dea 

Beq dan Desa Muara Wahau.  

• Dokumen RKTPH Tahun 2023-2025 

• Tersedia dokumen Mitigasi dan Rencana Kerja Kelola Sosial tahun 

2024 dan tahun 2025.  

• Tersedia dokumen Laporan Penilaian Dampak Sosial PT Narkata 

Rimba Tahun 2024 

• Perusahaan memiliki pendataan lengkap terhadap kegiatan 

perladangan/perambahan yang dilakukan seperti belum dijelaskan 

jenis tanamannya. 

• Tersedia dokumen Laporan Monitoring Pos Satpam Hasil Hutan 

Bukan Kayu tahun 2024 setiap bulannya. Pada dokumen ini 

dijelaskan nama masyarakat, asal desa dan tujuan ketika masuk ke 

dalam areal PT Narkata Rimba. Untuk Bulan September 2024 

terdapat 38 orang dengan tujuan memancing dan 12 orang berburu.  

• Pada periode Penilikan ke-3 ini, perusahaan telah memiliki dokumen 

rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi  produktif 

yang terdapat dalam Rencana Operasional (RO) namun belum 

sesuai dengan rencana yang ada dalam dokumen RKTPH. 
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Pada periode Penilikan ke-3 ini, perusahaan telah memiliki dokumen rencana 

mengenai kegiatan tanggung jawab sosial yang terdapat dalam Rencana 

Operasional (RO) namun belum sesuai dengan rencana yang ada dalam 

dokumen RKTPH.  

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Nehas Liah Bing (Ibu Yosepa Ping), 

Kepala Adat Dea Beq (Cornelius Kelwat), dan Kepala Adat Desa Bea Nehas 

(Bpk Benoo) diperoleh informasi bahwa sudah terdapat informasi terkait 

program pioritas namun belum lengkap. 

 

PT Narkata Rimba memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial 

dan lingkungan yang mencakup program prioritas sasaran yang jelas, sarana 

prasarana PBPH dan anggaran serta didasarkan hasil identifikasi namun 

belum seluruhnya 

 

3. Verifier 4.4.3 

 

: Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan 

lingkungan oleh pemegang PBPH 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba memiliki mekanisme terkait implementasi tanggung 

jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan tertuang dalam:  

• SOP Peningkatan Peran Serta masyarakat Lokal Nomor dokumen: 

NR/SOSIAL-6/A-0  

• SOP Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Masyarakat Lokal (NR/U&P-

10/A-0)  

• SOP Pemberian Fee Kepada Masyarakat (Fee Produksi dan Dana 

Tali Asih) (NR/Sosial-09/A-0)  

• SOP Studi Dampak & Kelola Sosial (NR/SOSIAL -1/A-1) revisi 1  

• Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pembelian Sayur Mayur 

antara PT Narkata Rimba dengan Supplier Ada Ono nomor 002/SPK-

CM/I/2024 tanggal 3 Januari 2024. Pada dokumen ini dijelaskan 

tugas dan tanggung jawab kedua belah pihak 

• Surat Perjanjian Kerja sama Penyedia Makanan antara PT Narkata 

Rimba dengan Supplier Pondok Prasmanan Selero Basamo nomor 

001/SPK-CM/I/2024 tanggal 2 Januari 2024. Pada dokumen ini 

dijelaskan tugas dan tanggung jawab kedua belah pihak. 

• SOP/Prosedur yang ada telah sesuai dengan kegiatan PT Narkata 

Rimba di lapangan dan telah disahkan oleh yang berwenang dan 

telah diimplementasikan dalam kegiatan : 

• Pembayaran Fee Kompensasi kepada masyarakat sekitar sesuai 

kesepakatan 

PT Narkata Rimba memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab 

perusahaan kepada sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya 

program prioritas dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang 

namun belum mengacu pada acuan perundangan yang terbaru 

 

4. Verifier 4.4.4 

 

: 

 

Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan 

oleh pemegang PBPH 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : BAIK  / Nilai Aktual : 3x2=6  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

:  

PT Narkata Rimba telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat 

sekitar dengan bukti : 

• Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan 

di Desa Nehas Liah Bing Tahun 2024 tanggal 21 Agustus 2024  dihadiri 

46 orang. 
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• Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan 

di Desa Bea Nehas Tahun 2024 tanggal 30 September 2024  dihadiri 15 

orang. 

• Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Perusahaan dan Pemetaan Sosial 

Ekonomi Desa di Desa Dea Beq Tahun 2024 tanggal 3 Oktober 2024  

dihadiri 4 orang (tokoh desa). 

• Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Perusahaan dan Pemetaan Sosial 

Ekonomi Desa di Desa Diaq Lay Tahun 2024 tanggal 4  Oktober 2024 

dihadiri 4 orang (tokoh desa). 

• Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Perusahaan dan Pemetaan Sosial 

Ekonomi Desa di Desa Muara Wahau Tahun 2024 tanggal 5  Oktober 

2024 dihadiri 4 orang (tokoh desa).  

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Desa Nehas Liah Bing (Ibu 

Yosepa Ping), Kepala Adat Dea Beq (Cornelius Kelwat), dan Kepala Adat 

Desa Bea Nehas (Bpk Benoo) diperoleh informasi bahwa menjelaskan 

sosialisasi telah dilakukan 

 

PT Narkata Rimba telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat 

sekitar terkait program aspek sosial, batas-batas Perusahaan, dan lainnya 

. 

5 Verifier 4.4.5 

 

: Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang 

PBPH 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba Lestari memiliki rencana dan realisasi kegiatan Kelola 

Sosial Tahun 2023-2024 dimana pada tahun 2023 mencapai 131, 61% dan 

pada tahun 2024 mencapai 3,55% sehingga rata-rata realisasi 67,58 %, 

seperti kegiatan: 

 

No Kegiatan Tanggal Keterangan 

1 Bantuan Upacara Adat 

Lom Plai Desa Nehas 

Liah Bing  

23 April 2023 Rp 2.000.000 

2 Bantuan Perayaan Natal 

dan Tahun Baru Desa 

Bea Nehas 

14 Desember 

2023 

Rp 4.000.000 

3 Bantuan Perayaan Natal 

dan Tahun Baru Desa 

Diaq Lay 

14 Desember 

2023 

Rp 4.000.000 

4 Bantuan Kayu Log untuk 

Peti Mati Desa Bea 

Nehas  

1 Desember 2023 Jenis Meranti 

dengan volume 

4,07 m3 

5 Bantuan Dana 

Peresmian Gereja 

Khatolik ST Petrus dan 

Pentabisan Pastor Desa 

Bea Nehas 

7 Oktober 2024 Rp 1.000.000 

6 Bantuan Dana Turnamen 

Sepak Bola Bupati Cup 

Kutai Timur Desa Muara 

Wahau  

7 Oktober 2024 Rp 1.000.000 

7 Bantuan Rutin Perayaan 

Natal Desa Bea Nehas  

12 Desember 

2024 

Rp 3.000.000 

8 Bantuan Rutin Perayaan 

Natal Desa Dea Beq  

12 Desember 

2024 

Rp 3.000.000 
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9 Bantuan Rutin Perayaan 

Natal Desa Diaq Lay  

12 Desember 

2024 

Rp 3.000.000 

10 Bantuan Rutin Perayaan 

Natal Desa Nehas Liah 

Bing 

12 Desember 

2024 

Rp 3.000.000 

 

PT Narkata Rimba telah merealisasi pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan 

lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai  67,58 % dari 

rencana, serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap, dan laporan 

telah disampaikan ke instansi yang berwenang secara periodik. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 

: (20/ 24 ) x 100 %  = 83,33 %. %  = BAIK 

 

Indikator 4.5 : 

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja 

1. Verifier 4.5.1 

 

: Ketersediaan sarana hubungan industrial 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba telah memiliki sarana hubungan industrial terhadap 

karyawannya tertuang dalam : 

• Peraturan Perusahaan 

PT Narkata Rimba memiliki Peraturan Perusahaan Periode 2023- 2025 

yang telah disahkan oleh Disnakertrans Prov. Kaltim, No.500.15.12/39 

55/B.PHI & JAMSOSTEK/2023  tanggal 2 Agustus 2023 berlaku sampai 

1 Agustus 2024. Pada dokumen ini terdiri BAB I-XIV dengan pasal 1-53 

yang menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak seperti waktu 

kerja, cuti, pengupahan, jaminan sosial, kesejahteraan dan pelatihan, 

keselamatan dan Kesehatan kerja dan lainnya. 

• Serikat Pekerja 

Perusahaan tidak memiliki serikat pekerja namun memiliki pernyataan 

bebas berserikat PT Narkata Rimba menjamin setiap karyawan bebas 

untuk menjadi atau tidak 

menjadi anggota serikat pekerja, bebas untuk diwakili atau tidak diwakili 

oleh serikat 

pekerja, dan bebas untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam 

tindakan industrial 

yang sah.  

• Lembaga Kerjasama Bipartit 

PT Narkata Rimba tidak memiliki LKS Bipartit. Berdasarkan peraturan 

UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003,  pasal 106 bahwa setiap 

perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja wajib membentuk 

LKS Bipartit. sedangkan PT Narkata Rimba hanya memiliki 23 pekerja. 

• Keanggotaan Organisasi Pengusaha 

PT Narkata Rimba memiliki dokumen keanggotaan organisasi 

pengusaha (APHI) sesuai dengan sertifikat keanggotaan dengan 

nomer member 237 

• Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan 
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• Perusahaan memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan yang 

tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan periode 2023-2025 

yang tertuang dalam Pasal 50  

PT Narkata Rimba telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang 

legal dan lengkap dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial yang disepakati para pihak 

 

2. Verifier 4.5.2 

 

: Implementasi kebijakan standar jenjang karier. 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2x2=4  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir yang 

dituangkan dalam: 

• Perusahaan Periode 2023- 2025  Bab II pasal 9 tentang 

Mutasi/Demosi/Promosi 

• SOP Perubahan Status Karyawan nomor QP/IG/ALL/HAR/004 tanggal 

22 Desember 2016 revisi 2. 

Implementasinya kebijakan standar jenjang karier PT Narkata Rimba: 

Pada tahun 2023 tidak ada realisasi jenjang karir sedangkan untuk tahun 

2024 terdapat rencana satu karyawan untuk diangkat menjadi karyawan 

tetap, yaitu:  

• Tersedia SPK Kerja Waktu Tertentu a.n IRS nomor 02/NR-

HARI/PKWT/I/2024  tanggal 2 Januari 2024 selain itu terdapat hasil 

evaluasi hingga terbit Surat Keputusan Pengangkatan nomor 

002/SKA/NR-HRD/XI/2024 tanggal 30 November 2024 a.n IRS 

sebagai staff Carbon dan Biodiversity ditetapkan sebagai Karyawan 

tetap. 

Dokumentasi dari proses jenjang karir ini berupa pengajuan, penilaian hingga 

terbit SK pengangkatan 

 

PT Narkata Rimba memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis 

kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) telah direalisasikan 

seluruhnya namun pada tahun  tidak ada implementasi. 

 

3. Verifier 4.5.3 

 

: Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba memiliki rencan dan realisasi training tahun 2023-2024 

dengan rata-rata persentase sebesar  

90,47% (Tahun 2023) +100% (Tahun 2024) :2 =   95,23 %  

Pelatihan yang direncanakan dan direalisasikan untuk teknis dibidang 

kehutanan dan pelatihan GIS, Penanganan Resolusi Konflik Bertanggung 

Jawab dan lainnya 

 

4. Verifier 4.5.4 

 

: Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual :3x2= 6  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Narkata Rimba telah memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan 

karyawan tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama tahun 2023-2025 telah 

disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.: 

• Bab IV Cuti dan Ijin Tidak Masuk Kerja 
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- Bab 17 (Izin Meninggalkan Pekerjaan Dengan gaji Penuh) 

• Bab V Pengupahan 

- Bab 18 (Upah), Bab 19 (Tunjangan Hari Raya Keagamaan), Bab 20 

(Ketidakhadiran Karena Sakit) 

• Bab VI Jaminan Sosial  

- Pasal 21 (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), Pasal 22 

(Tunjangan Kelahiran, Sumbangan Duka), 24 (Kesempatan 

Beribadah) 

Implementasi dari tunjangan kesejahteraan sebagai berikut: 

- Pada tahun 2023-2025 berdasarkan hasil penilaian sebelumnya tidak 

ada karyawan yang memperoleh upah dibawah upah minimum Provinsi. 

Pada tahun 2025 sesuai dengan SK Gub Kalimantan Timur No. 

100.3.3.2/K.558/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2025 sebesar Rp 3.743.820, contoh upah a.n 

YSF dan a.n MM sebesar Rp 3.743.820 

- SPK no 18/NR-HR/PKWT/I/2023 tanggal 1 Januari 2023 a.n YSF sebagai 

driver. Pada dokumen ini dijelaskan hak dan kewajiban masing-masing 

pihak seperti tertera pada lampiran pembayaran upah, premi, THR, cuti 

dan lainnya 

- SPK no 007/ NR-HR/PKWT/I/2025 tanggal 1 Januari 2025 a.n MM 

sebagai Security Pos KM 53. Pada dokumen ini dijelaskan hak dan 

kewajiban masing-masing pihak seperti tertera pada lampiran 

pembayaran upah, premi, THR, cuti dan lainnya 

- Tersedia Bukti Cuti karyawan a.n FWP selama 14 hari tanggal  30 Januari 

2025 -12  Februari 2025 

- BPJS Kesehatan telah dibayarkan terakhir pada tanggal 3 Maret 2025 

sebesar Rp 9.973.198 

- BPJS Ketenagakerjaan telah terakhir pada 17 Maret 2025 sebesar Rp 

25.344.297 

- Tidak terdapat karyawan di bawah umur, karyawan termuda a.n TSY 

berumur 23 tahun  

Kondisi Fasilitas kesejahteraan karyawan di Camp Telen (Main Camp) 

cukup memadai, tersedia Tenaga Kesehatan di klinik Perusahaan, 

tempat ibadah, sarana olahraga dan lainnya 

 

Wawancara dengan wakil karyawan (an. DD, MS), diperoleh informasi  bahwa 

perusahaan memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan kepersertaan jaminan 

sosial ketengakerjaan dan fasilitas karyawan serta telah merealisasikan 

seluruh tunjangan kesejahteraan kepada karyawannya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

 

PT Narkata Rimba memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan kepersertaan 

jaminan sosial ketengakerjaan dan fasilitas karyawan serta telah 

merealisasikan seluruh tunjangan kesejahteraan kepada karyawannya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 

: ( 17 / 18 ) x 100 %  = 94,44%  = BAIK 
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2.2. PEMENUHAN STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU 

 

Prinsip 1. 

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan 

 

1 Verifier 

1.1.1.a. 

: Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasa

n 

Justifikasi 

: a. Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan perizinan usaha maka 

diketahui bahwa keberadaan dan keabsahan SK PBPH PT Narkata Rimba 

telah dipenuhi seluruhnya dan adapun kelengkapan dan keabsahan dokumen 

legal tersebut sebagai berikut : 

- Terdapat SK IUPHHK No. SK. 278/MENHUT-II/2008, tanggal 12 

Desember 2008, tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT Narkata Rimba 

atas Areal Hutan Produksi seluas ± 41.540 Ha, di Provinsi Kalimantan 

Timur. 

- Terdapat SK IUPHHK-HA No. SK.116/MENHUT-II/2014, tanggal 30 

Januari 2014, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan 

No.SK.278/MENHUT-II/2008, tanggal 12 Desember 2008, tentang 

Perpanjangan IUPHHK-HA PT Narkata Rimba atas Areal Hutan Produksi 

seluas ± 41.540 Ha serta penambahan seluas ± 23.569 Ha, di Provinsi 

Kalimantan Timur, sehingga luasnya menjadi ± 65.925 Ha, yang berlaku 

s/d 27 Maret 2054 

- Terdapat Peta Lampiran SK Menhut No. SK.116/MenhutII/2014, tanggal 

30 Januari 2014 PT Narkata Rimba (Perubahan) Di Kabupaten Kutai 

Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Skala 1 : 100.000. yang 

ditandatangani oleh Menteri Kehutanan; ZULKIFLI HASAN. 

- Surat Keputusan, Salinan Sesuai dengan aslinya  ditandatangani oleh 

Kepala Biro Hukum dan Organisasai; KRISNA RYA dan dibubuhi cap 

stempel basah Kementrian Kehutanan. 

- Terdapat Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia No. SK. 527/MENLHK/SETJEN/HPL.0/8/2021 tanggal 

30 Agustus 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri 

Kehutanan No. SK. 278/Menhut-II/2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang 

Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan 

Alam PT Narkata Rimba ATas Areal Hutan Produksi Saeluas ± 41.540 Ha 

di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarka SK diketahui bahwa 

nomenklatur IUPHHK-HA berubah menjadi Perizinan Berusaha 

Pemanfaatan Hutan (PBPH). SK ditandatangani oleh Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya. 

 

b. PT Narkata Rimba memiliki dokumen legal yang berkaitan dengan 

administrasi pendirian Perseroan Terbatas dan legalitas lainnya sebagai 

berikut :  

- Akte pendirian perusahaan berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan No. 8 

tanggal 13 Juni 1978 di hadapan Notaris Mohamad Ali SH di Jakarta. 

Dokumen Akte Pendirian Perusahaan telah mendapat Pengesahan 

Menteri Kehakiman RI No 502 Tahun 1979 dan dicatat pada lembaran 

Negara RI No 74 tanggal 14 September 1979.  
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- Akte tersebut telah mengalami beberapa perubahan dan yang terakhir 

yaitu Akte Notaris No. 27 tanggal 27 April 2022 oleh Notaris Dyah Ayu 

Ambarwati, SH. MKn. Akta Perubahan telah diberitahukan ke 

Kemenkumhan dan telah diterima dan dicatat dengan No. AHU-

AH.01.09.0016652 tanggal 30 Mei 2022. 

- Terdapat NIB Berbasis Resiko No. 9120009401802 yang ada saat ini 

merupakan Perubahan Ke-4 tanggal 29 Desember 2022. 

- NPWP No. 01.408.880.1-725.000 atas nama PT Narkata Rimba. 

2

. 

Verifier 

1.1.1.b 

: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan 

(N/A jika tidak ada) 

Nilai : Not Applicable 

Ringkasa

n 

Justifikasi 

: Pada areal PBPH PT Narkata Rimba tidak terdapat penggunaan kawasan yang 

sah di luar PBPH atau Non Kehutanan. 

 

 

Prinsip 2. 

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

 

1 Verifier 

2.1.1.a. 

: Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) 

dengan lampiran- lampirannya. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a. Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) untuk Jangka Waktu  10 (sepuluh) 

Tahun Periode Tahun 2021–2030 atas nama PT Narkata Rimba dengan 

Luas ± 65.925 Ha dan telah mendapatkan persetujuan berupa 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 

1213/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 Tanggal 30 Maret 2021.  

Dokumen Surat Keputusan ditanda tangani oleh Pejabat an. Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal PHPL, Dr. Ir. 

Bambang Hendroyono, MM/ NIP. 19640930 198903 1 001. 

b. Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HA PT Narkata Rimba  skala 1 : 

50.000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut 

Henrikus Tinus, S.Hut. Reg. 02156-11/CANHUT/XX/2016 dan diketahui 

oleh Direktur PT Narkata Rimba Ir. Andreas Nugroho Adi dan disetujui 

oleh Pejabat a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen PHPL 

u.b. Direktur Usaha Hutan Produksi Ir. Istanto, M.Sc. NIP 19621119 

199003 1 001. Peta telah ditandatangani dan distempel. 

c. Dalam dokumen SK Penetapan RKUPHHK-HA PT Narkata Rimba 

periode Tahun 2021 – 2030 telah ditetapkan antara lain : 

1. Rencana Penebangan dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam 

Indonesia (TPTI) dengan uraian sebagai berikut : 

- Etat luas maksimum ±18.960 Ha/10 Tahun; 

- Etat volume maksimum ± 493.935,63 m3/10 Tahun; 

- Target volume tebangan pada RKTUPHHK-HA agar mengacu 

kepada hasil ITSP dengan intensitas sampling sebesar 100% 
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2. Rencana penyiapan lahan dan penanaman pada RKUPHHK-HA 

periode tahun 2021 – 2030, yaitu : 

- Pada kawasan untuk produksi berupa areal berhutan 

dilaksanakan Sistem Silvikultur TPTI dan penanaman dengan 

teknik SILIN, dengan jenis meranti unggulan seluas ±11.855 ha 

selama 30 tahun atau 395 ha/tahun; 

- Target penyiapan lahan dalam RKTUPHHK-HA mengacu 

kepada hasil ITSP dengan intensitas 100% pada pohon 

berdiameter sekurang-kurangnya 10 cm. 

2

. 

Verifier 

2.1.2.a. 

: Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah 

disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 

• Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan 

IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional 

di bidang kehutanan 

• Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan 

disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL 

Canhut 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a. Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) untuk Jangka Waktu  10 (sepuluh) 

Tahun Periode Tahun 2021–2030 atas nama PT Narkata Rimba dengan 

Luas ± 65.925 Ha dan telah mendapatkan persetujuan berupa 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 

1213/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 Tanggal 30 Maret 2021.  

Dokumen Surat Keputusan ditanda tangani oleh Pejabat an. Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal PHPL, Dr. Ir. 

Bambang Hendroyono, MM/ NIP. 19640930 198903 1 001. 

b. Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HA PT Narkata Rimba  skala 1 : 

50.000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut 

Henrikus Tinus, S.Hut. Reg. 02156-11/CANHUT/XX/2016 dan diketahui 

oleh Direktur PT Narkata Rimba Ir. Andreas Nugroho Adi dan disetujui 

oleh Pejabat a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen PHPL 

u.b. Direktur Usaha Hutan Produksi Ir. Istanto, M.Sc. NIP 19621119 

199003 1 001. Peta telah ditandatangani dan distempel. 

c. Pada rentang waktu audit (Maret 2023 s.d Maret 2025), dokumen 

RKTPH yang diverifikasi ada 4 yaitu RKTPH Tahun 2023, Perubahan 

RKTPH Tahun 2023, RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025, 

dengan uraian sebagai berikut : 

• Dokumen RKTPH Tahun 2023 PT Narkata Rimba yang disusun 

secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan disahkan oleh 

Direktur Utama PT Narkata Rimba melalui SK No. 01/Kpts/DIRUT-

NR/RKT/2023 tanggal 17 Januari 2023; 

• Dokumen Perubahan RKTPH Tahun 2023 PT Narkata Rimba yang 

disusun secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan 

disahkan oleh Direktur Utama PT Narkata Rimba melalui SK No. 

01.a/Kpts/DIRUT-NR/RKT/2023 tanggal 25 Oktober 2023; 

• Dokumen RKTPH Tahun 2024 PT Narkata Rimba yang disusun 

secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan disahkan oleh 
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Direktur Utama PT Narkata Rimba melalui SK No. 01/Kpts-DIRUT-

NR/RKT/2024 tanggal 28 Desember 2024; 

• Dokumen RKTPH Tahun 2025 PT Narkata Rimba yang disusun 

secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan disahkan oleh 

Direktur Utama PT Narkata Rimba melalui SK No. 01/Kpts-DIRUT-

NR/RKT/2025 tanggal 7 Maret 2025. Adapun target pada RKTPH 

Tahun 2025 dengan luas 1.306,20 ha, jumlah pohon 2.256 dan 

volume 9.100,92 m3 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Target Murni RKTPH 2025 : 18 petak, jumlah pohon 2.185 dan 

volume 9.011,05 m3; 

2. Target PWH RKTPH 2025 meliputi : 

- Menuju Blok : Panjang Jalan Utama 0 Km, Panjang Jalan 

Cabang 0 Km, jumlah pohon 0 dan volume 0 m3; 

- Dalam Blok : Panjang Jalan Utama 0 Km, Panjang Jalan 

Cabang 13,62 Km, jumlah pohon 71 dan volume 89,87 m3; 

3. Target Carry Over RKTPH 2024 : 3 petak, luas 180,52 ha, jumlah 

pohon 472 dan volume 1.078,90 m3; 

4. Target PWH Carry Over RKTPH 2024 meliputi : 

- Menuju Blok : Panjang Jalan Utama 0 Km, Panjang Jalan 

Cabang 0 Km, jumlah pohon 0 dan volume 0 m3; 

- Dalam Blok : Panjang Jalan Utama 0 Km, Panjang Jalan 

Cabang 3,01 Km, jumlah pohon 10 dan volume 6,03 m3; 

5. Target Penanaman RKTPH 2025 meliputi : 

1. Pengayaan : 28,01 ha dengan jumlah 11.204 batang; 

2. Silin : 39,28 ha dengan jumlah 9.415 batang; 

3. Penanaman Kanan Kiri Jalan : 29 ha dengan jumlah 11.600 

batang; 

4. Rehabilitasi : 14,02 ha dengan jumlah 14.020 batang; 

5. Penanaman Tanah Kosong : 20 ha dengan jumlah 20.000 

batang. 

6. Target Penanaman Carry Over RKTPH 2024 meliputi : 

1. Pengayaan : 0 ha dengan jumlah 0 batang; 

2. Silin : 0 ha dengan jumlah 0 batang; 

3. Penanaman Kanan Kiri Jalan : 0 ha dengan jumlah 0 batang; 

4. Rehabilitasi : 0 ha dengan jumlah 0 batang; 

5. Penanaman Tanah Kosong : 0 ha dengan jumlah 0 batang 

3 Verifier 2.2.1. 

a. 

: Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a. PT Narkata Rimba merupakan PBPH-HA yang memiliki data potensi dari 

tegakan kayu alam (tumbuh alami) yang tertuang dalam Laporan Hasil 

Cruising (LHC). Adapun dokumen LHC yang tersedia pada rentang 
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waktu audit yaitu LHC RKT Tahun 2023, RKT Tahun 2024 dan RKT 2025 

dengan intensitas 100%, dengan kelengkapan sebagai berikut : 

- Buku Laporan Hasil ITSP, dilengkapi dengan Tally sheet LHC setiap 

petak berisi informasi nomor petak, luas, jalur, id barcode, jenis, 

diameter, tinggi pohon dan volume. Laporan Hasil ITSP dibuat oleh 

GANISPH Canhut dan diketahui oleh Direktur; 

- Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC); 

- Peta Sebaran Pohon untuk masing-masing petak dengan skala 1 : 

2.000 yang dibuat oleh Ganis Kurpet, diperiksa oleh Ganis Canhut 

dan disetujui oleh Direktur Utama ; 

- Pakta Intergritas terkait kebenaran data dan informasi laporan hasil 

ITSP, ditandatangani di atas materai oleh GANISPH Canhut dan 

Direktur. 

b. Berdasarkan uji petik di lapangan secara sampling pada Blok RKT 2023 

dijumpai penandaan cruising yaitu berupa jalur cruising dan label kuning 

berisi id barcode 

4

. 

Verifier 2.2.1. 

b. 

: Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah 

mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan 

bukti implementasinya di lapangan. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a. Terdapat lampiran peta RKTPH Tahun 2023, lampiran peta RKTPH Tahun 

2024 dan lampiran peta RKTPH Tahun 2025 PT Narkata Rimba, dengan 

skala 1 : 100.000 yang memuat areal yang tidak boleh ditebang beserta 

areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu Sempadan Sungai, 

Badan Sungai, Lereng Sangat Curam, KPPN/KKI, Buffer Zone HL dan 

Home Range Satwa. Kawasan lindung pada RKT 2024 tergambar di peta 

dengan warna merah dan Kawasan lindung pada RKT 2025 tergambar 

di peta dengan warna merah kecuali Sempadan Sungai Berwarna 

Kuning. 

b. Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza 

maps, terkait penataan batas kawasan dilindungi, yaitu dijumpai : 

- Tanda batas Sempadan Sungai Km 56 di dalam Blok RKT 2023 

berupa plang/ sign board dan cat biru polet 2 (//) dan berada pada 

koordinat N 10 21’ 29,3” dan E 1160 35’ 21,5”; 

- Tanda batas Sempadan Sungai Wahau di dalam Blok RKT 2023 

berupa PAL, plang/ sign board dan cat biru polet 2 (//) dan berada 

pada koordinat N 1˚ 22’ 4,59”; E 116˚ 36’ 33,668”; 

- Tanda batas Sempadan Sungai Wahau di dalam Blok RKT 2024 

berupa cat biru polet 2 (//) dan berada pada koordinat N 1˚ 25’ 39,7”; 

E 116˚ 33’ 15,0”; 

- Tanda batas KKI di dalam Blok RKT 2025 berupa cat biru polet 2 (//) 

dan berada pada koordinat N 1˚ 26’ 08,8”; E 116˚ 32’ 42,0”. 

5

. 

Verifier 

2.2.1.c 

: Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan 

implementasinya di lapangan. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a. PT Narkata Rimba memiliki lampiran peta RKTPH Tahun 2023, lampiran 

peta RKTPH Tahun 2024 dan lampiran peta RKTPH Tahun 2025 PT 

Narkata Rimba, dengan skala 1 : 100.000  yang telah memuat/ 

menggambarkan lokasi Blok dan petak tebangan. Blok & Petak RKTPH 
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2023 digambarkan dengan cap stempel RKT PT Narkata Rimba dengan 

identitas Romawi XIII (tigabelas), Blok & Petak RKTPH 2024 

digambarkan dengan cap stempel RKT PT Narkata Rimba dengan 

identitas Romawi XIV (empatbelas) dan Blok & Petak RKTPH 2025 

digambarkan dengan cap stempel RKT PT Narkata Rimba dengan 

identitas Romawi XV (limabelas). 

b. Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza 

maps terkait penandaan batas Blok dan petak dijumpai adanya 

penandaan, diantaranya: 

- Batas blok RKT 2023 ditandai dengan plang/sign board dan cat 

merah polet 1 berada pada koordinat N 10 21’ 14,683” E 1160 35’ 

32,375” ; 

- Batas petak D.22 dengan petak D23 pada Blok RKT 2023 ditandai 

dengan papan nama dan cat biru polet 1 berada pada koordinat N 

10 21’ 34,141” E 1160 35’ 23,825” ; 

- Batas petak D.23 dengan petak D24 pada Blok RKT 2023 ditandai 

dengan papan nama dan cat biru polet 1 berada pada koordinat N 

10 21’ 42,256” E 1160 35’ 56,231”; 

- Batas blok RKT 2024 ditandai dengan plang/sign board dan cat 

merah polet 1 berada pada koordinat N 10 25’ 52” E 1160 32’ 44” ; 

- Batas petak L.18 dengan petak L.19 pada Blok RKT 2024 ditandai 

dengan label ecolin warna merah dan cat biru polet 1 berada pada 

koordinat N 10 25’ 40,3” E 1160 33’ 14,3” ; 

- Batas blok RKT 2025 ditandai dengan plang/sign board dan cat 

merah polet 1 berada pada koordinat N 10 25’ 52” E 1160 32’ 44” ; 

- Batas petak M.17 dengan petak M.16 pada Blok RKT 2025 ditandai 

dengan label ecolin warna merah dan cat biru polet 1 berada pada 

koordinat N 10 26’ 36,7” E 1160 32’ 09,6” ; 

- Batas petak M.17 dengan petak M.18 pada Blok RKT 2025 ditandai 

dengan label ecolin warna merah dan cat biru polet 1 berada pada 

koordinat N 10 26’ 08,2” E 1160 32’ 42,0”. 

6

. 

Verifier 2.2.1. 

d 

: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami 

pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan 

budidaya tanaman. 

Nilai : Not Applicable 

  PT Narkata Rimba merupakan pemegang PBPH yang menerapkan Sistem 

Silvikultur TPTI. PT Narkata Rimba tidak menerapkan sistem silvikultur THPB 

sehingga tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam 

(tumbuh alami) pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk budidaya 

tanaman. Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diterapkan/ not applicable. 
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Prinsip 3. 

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

1 Verifier 

3.1.1.a 

: Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a. Pada periode audit (1 Maret 2023 s.d 31 Maret 2025), PT Narkata Rimba 

telah membuat/ menerbitkan buku ukur atas pemanfaatan kayu alam/ 

tumbuh alami dan telah terupload di SIPUHH dengan total 17 set Buku 

Ukur dengan jumlah 1.744 batang dan volume 6.150,22 m3, dengan 

rincian sebagai berikut : 

- Penerbitan Buku ukur pada RKTPH Tahun 2023 yaitu sebanyak 17 

set buku ukur dengan jumlah 1.744 batang dan volume 6.150,22 m3; 

- Pada RKTPH Tahun 2024 tidak terdapat kegiatan penebangan 

sehingga tidak terbit buku ukur; 

- Pada RKTPH Tahun 2025 (s.d 31 Maret 2025) belum terdapat 

kegiatan penebangan sehingga tidak terbit buku ukur. 

b. Selanjutnya atas buku ukur yang terupload pada SIPUHH menjadi dasar 

penerbitan LHP. Pada periode audit (1 Maret 2023 s.d 31 Maret 2025), PT 

Narkata Rimba telah menerbitkan LHP atas pemanfaatan kayu alam/ 

tumbuh alami dan telah terupload di SIPUHH dengan total 10 set LHP 

dengan jumlah 1.744 batang dan volume 6.150,22 m3, dengan rincian 

sebagai berikut : 

- Penerbitan LHP pada RKTPH Tahun 2023 yaitu sebanyak 10 set LHP 

dengan jumlah 1.744 batang dan volume 6.150,22 m3; 

- Pada RKTPH Tahun 2024 tidak terdapat kegiatan penebangan 

sehingga tidak terbit LHP; 

- Pada RKTPH Tahun 2025 (s.d 31 Maret 2025) belum terdapat 

kegiatan penebangan sehingga tidak terbit LHP. 

c. Diverifikasi pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur yang dibuat 

yaitu pada periode bulan yang sama pada saat penerbitan LHP. Selain itu 

penerbitan LHP pada RKTPH Tahun 2023 telah sesuai dengan lokasi 

penerbitan yaitu di TPK Hutan yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama 

PT Narkata Rimba berdasarkan SK Direktur Utama PT Narkata Rimba 

Nomor: 01/NR-DIRUT/Kpts/I/2023 tanggal 17 Januari 2023. 

d. LHP pada RKTPH Tahun 2023 diterbitkan oleh GANISPH PKB atas nama 

Suprayogi dengan No. Register : 23230007888 sesuai SK Persetujuan 

Penugasan GANISPH Nomor : 110824011 tanggal 5 Agustus 2024, 

berlaku s.d 18 Oktober 2027 dan SK Penempatan GANISPH sebagai 

Penerbit LHP di TPK Hutan dengan Nomor : 116019877074 tanggal 25 

Januari 2023, berlaku s.d 31 Desember 2023. 

e. Hasil pemeriksaan lapangan terhadap sarana dan prasarana SIPUHH 

yang berada di lokasi PBPH PT Narkata Rimba yaitu dijumpai 

diantaranya : 

- Petugas operator SIPUHH ada 3 personil yaitu Bambang Budiono, 

Yuli Eko dan Saharuddin, yang ditunjuk oleh Direktur PT Narkata 

Rimba berdasarkan SK Nomor: 03/Kpts/DIR-NR/V/2024 Tanggal 21 

Maret 2024. 

- Printer dokumen, printer barcode, dan Starlink yang berada di Kantor 

Sei Telen Km 62. 

f. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi TPK Antara Km 0 (Wahau) yaitu 

stok kayu 350 batang dan volume 1.209,74 m3 seluruhnya telah dipasang 
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label id barcode dan telah di LHP-kan. Dengan demikian diverifikasi fisik 

kayu telah sesuai pada setiap simpul dan seluruhnya telah di LHP-kan. 

2 Verifier 

3.1.2.a 

: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi 

dokumen angkutan yang sah 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a. PT Narkata Rimba telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu 

di areal PBPH PT Narkata Rimba yaitu lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK 

Antara, diantaranya : 

- Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan pada RKT Tahun 2023 

berdasarkan SK Direktur Utama PT Narkata Rimba Nomor: 01/NR-

DIRUT/Kpts/I/2023 tanggal 17 Januari 2023; 

- Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan pada RKT Tahun 2024 

berdasarkan SK Direktur Utama PT Narkata Rimba Nomor: 01/NR-

DIRUT/Kpts/XII/2024 tanggal 28 Desember 2024; 

- Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan pada RKT Tahun 2025 

berdasarkan SK Direktur Utama PT Narkata Rimba Nomor: 01/NR-

DIRUT/Kpts/III/2025 tanggal 7 Maret 2025; 

- Penetapan Lokasi TPK Antara Km 0 (Wahau) berdasarkan SK Direktur 

Utama PT Narkata Rimba Nomor: 10/Kpts/DIRUT-NR/XII/2018 

Tanggal 31 Desember 2018; 

- Perpanjangan Penetapan Lokasi TPK Antara Km 0 (Wahau) 

berdasarkan SK Direktur Utama PT Narkata Rimba Nomor: 

01/Kpts/DIRUT-NR/I/2024 Tanggal 24 Januari 2024; 

- Penetapan Lokasi TPK Antara Loa Buah (Samarinda) berdasarkan SK 

Direktur Utama PT Narkata Rimba Nomor: 03/Kpts/DIR-NR/II/2022 

Tanggal 28 Februari 2022. 

b. Berdasarkan SK Penetapan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara, diverifikasi 

pada rentang waktu audit simpul PUHH yaitu TPK Hutan Km 53, TPK 

Antara Km 0 Wahau dan TPK Antara Loa Buah Samarinda dengan rute 

tujuan sebagai berikut : 

- Dari TPK Hutan Km 53 menuju TPK Antara Km 0 (Wahau) 

menggunakan logging truck dengan jarak kurang lebih ±53 km; 

- Dari TPK Antara Km 0 (Wahau) menuju TPK Antara Loa Buah 

(Samarinda) menggunakan Rakit; 

- Dari TPK Antara Km 0 (Wahau) menuju Industri menggunakan Truck; 

- Dari TPK Antara Loa Buah (Samarinda) menuju Industri 

menggunakan Tongkang. 

c. Pada rentang waktu audit (1 Maret 2023 s.d 31 Maret 2025), PT Narkata 

Rimba telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah 

menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi 

kayu keluar dari TPK, yaitu seperti pada tabel berikut : 

- Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan Km 53 menuju TPK 

Antara Km 0 Wahau dengan menggunakan Logging Truck yaitu 

sebanyak 112 set dokumen SKSHHK dengan jumlah 1.618 batang 

dan volume sebesar 6.059,41 m3. Dokumen SKSHHK di TPK Hutan 

Km 53 periode bulan Juli 2023 diterbitkan oleh GANISPH PKB atas 

nama Wakis dengan No. Register : 23230005777, sedangkan periode 

bulan Agustus 2023 diterbitkan oleh GANISPH PKB atas nama 

Sulianto dengan No. Register : 04200002653; 

- Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Km 0 (Wahau) menuju 

TPK Antara Loa Buah (Samarinda) dengan menggunakan Rakit yaitu 

sebanyak 5 set dokumen SKSHHK dengan jumlah 1.691 batang dan 
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volume sebesar 6.524,14 m3. Dokumen SKSHHK di TPK Antara Km 

0 (Wahau) diterbitkan oleh GANISPH PKB atas nama Thung Nyan 

dengan No. Register : 23220005616; 

- Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Km 0 (Wahau) menuju 

Industri dengan menggunakan Truck yaitu sebanyak 67 set dokumen 

SKSHHK dengan jumlah 385 batang dan volume sebesar 481,06 m3. 

Dokumen SKSHHK di TPK Antara Km 0 (Wahau) diterbitkan oleh 

GANISPH PKB atas nama Suprayogi dengan No. Register : 

23230007888; 

- Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Loa Buah (Samarinda) 

menuju Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 7 

set dokumen SKSHHK dengan jumlah 2.345 batang dan volume 

sebesar 8.988,92 m3. Dokumen SKSHHK di TPK Antara Loa Buah 

(Samarinda) diterbitkan oleh GANISPH PKB atas nama Bonefasius 

Paru dengan No. Register : 23230007084. 

d. Terdapat penerbitan dokumen kayu digunakan sendiri (DKDS) pada di 

lokasi TPK Hutan Km 53, TPK Antara Km 0 (Wahau) dan TPK Antara Loa 

Buah (Samarinda) dengan total 280 batang dan volume 759,14 m3. 

e. Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat periode audit untuk lokasi 

TPK Hutan Km 53, TPK Antara Km 0 (Wahau) dan TPK Antara Loa Buah 

(Samarinda), dengan rincian stok sebagai berikut : 

No Uraian 

TPK Hutan Km 

53 

TPK Antara Km 0 

(Wahau) 

TPK Antara Loa 

Buah 

(Samarinda) 

Btg M3 Btg M3 Btg M3 

1 Stok Awal - - 904 2,548.47 712 2,740.17 

2 Penambahan       

a LHP 1,744 6,150.22 - - - - 

b Kayu dari TPK Hutan - - - - - - 

3 Pengurangan       

a 
Kayu keluar dari TPK Hutan ke 

TPK Antara 
1,618 6,059.41 1,691 6,524.14 - - 

b Kayu keluar ke industri   385 481.06 2,345 8,988.92 

c DKDS 126 90.81 96 392.94 58 275.39 

4 Stok Akhir - - 350 1,209.74 - - 

f. Selanjutnya dilakukan uji petik sebanyak 5 set terhadap dokumen 

angkutan (SKSHHK) yang diterbitkan dengan dokumen jual beli/ invoice 

penjualan kayu pada periode audit yaitu sebagai berikut : 

- Dokumen SKSHHK No. KB.C.3368647 tanggal 8 Maret 2024 dengan 

jumlah 76 batang, volume 216,09 m3 dan tujuan penerima PT 

Intertrend Utama di Lamongan, telah sesuai dengan Invoice No. 

001/NR FSC-ITR/III/2024 tanggal 8 Maret 2024; 

- Dokumen SKSHHK No. KB.C.1737273 tanggal 11 April 2023 dengan 

jumlah 345 batang, volume 1.364,21 m3 dan tujuan penerima PT 

Intertrend Utama di Lamongan, telah sesuai dengan Invoice No. 

001/NR-FSC-ITR/IV/2023 tanggal 11 April 2023; 

- Dokumen SKSHHK No. KB.C.3368831 tanggal 8 Maret 2024 dengan 

jumlah 693 batang, volume 2.432,50 m3 dan tujuan penerima CV 
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Jawa Timur Baru di Gresik, telah sesuai dengan Invoice No. 002/NR-

FSC-JSU/V/2024 tanggal 10 Mei 2024; 

- Dokumen SKSHHK No. KB.C.1737400 tanggal 11 April 2023 dengan 

jumlah 270 batang, volume 1.011,68 m3 dan tujuan penerima CV 

Intraco di Surabaya, telah sesuai dengan Invoice No. 003/NR FSC-

INT/IV/2023 tanggal 11 April 2023; 

- Dokumen SKSHHK No. KB.C.2942030 tanggal 4 Desember 2023 

dengan jumlah 906 volume 3.809,00 m3 dan tujuan penerima PT 

Sumber Mas Indah Plywood di Gresik, telah sesuai dengan Invoice 

No. 007/NR FSC-SMIP/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023. 

3

. 

Verifier 

3.1.3.a 

: Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau 

hak pengelolaan dapat dilakukan lacak balak. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a. Stok kayu di lapangan sesuai LMKB per tanggal 31 Maret 2025 dengan 

total yaitu 350 batang dan volume 1.209,74 m3 terdiri dari stok TPK Hutan 

Km 53 Nihil, stok TPK Antara Km 0 (Wahau) dengan jumlah 350 batang 

dan volume 1.209,74 m3 dan stok TPK Antara Loa Buah (Samarinda) Nihil. 

b. Pada stok kayu tersebut dijumpai tanda-tanda PUHH pada kayu log 

diantaranya cat putih yang berisi nomor produksi, label kuning berisi 

nomor produksi dan label id barcode warna kuning. 

c. Tanda PUHH yaitu label id barcode pada kayu log bisa ditelusuri asal 

usulnya dari tunggak kayu di petak tebangan sampai dengan tujuan akhir 

ke industri. 

d. Selanjutnya dilakukan juga penelusuran kayu log (nomor batang/ id 

barcode dan jenis kayu) yang tercantum di SKSHHK tujuan industri yang 

dilakukan melalui data SIPUHH, dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari 

dokumen penjualan ke industri sampai ke petak tebangan. 

4

. 

Verifier 

3.2.1.a 

: Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar 

lunas.  

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: a. Pada periode audit (1 Maret 2023 s.d 31 Maret 2025) diverifikasi realisasi 

produksi/ LHP atas pemanfaatan kayu alam/ tumbuh alami dengan total 

volume 6.150,22 m3. Terhadap jumlah volume tersebut telah diterbitkan 

kode billing tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas 

kewajiban pembayaran Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya 

Hutan (PSDH) secara online melalui Sistem Informasi PNBP Online 

(SIPNBP-SIMPONI). Berdasarkan rekapitulasi tagihan PNBP total 

kewajiban pembayaran DR dan PSDH atas volume 6.150,22 m3 yaitu DR 

sebesar US$ 99.653,70 dan PSDH sebesar Rp. 493.544.270. 

b. Terdapat denda keterlambatan atas LHP Bulan Maret 2023 total volume 

559,74 m3, dengan tagihan PNBP yaitu DR sebesar US$ 539,25 dan 

PSDH sebesar Rp. 2.606.417. 

c. Seluruh tagihan PNBP DR dan PSDH atas pemanfaatan kayu alam 

periode audit telah dibayar lunas oleh pihak perusahaan sesuai dengan 

Bukti Penerimaan Negara (BPN) DR dan PSDH yang diterbitkan dari 

SIPNBP dengan transfer dari Bank BNI yaitu DR sebesar US$ 99.653,70 

dan PSDH sebesar Rp. 493.544.270. 

d. Selanjutnya terhadap denda tagihan PNBP DR dan PSDH atas LHP Bulan 

Maret 2023 telah dibayar lunas oleh pihak perusahaan sesuai dengan 

Bukti Penerimaan Negara (BPN) DR dan PSDH yang diterbitkan dari 
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SIPNBP dengan transfer dari Bank BNI yaitu DR sebesar US$ 539,25 dan 

PSDH sebesar Rp. 2.606.417. 

e. Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Narkata Rimba, diverifikasi 

bahwa seluruh LHP termasuk denda keterlambatan telah dibayarkan 

sesuai kewajiban dengan status “lunas” dan tidak terdapat tunggakan 

PNBP. 

5

. 

Verifier 3.3.1. : Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk 

sertifikasi awal) 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a. PT Narkata Rimba telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-

PHL) dengan Nomor 042.SPHL.017 dan Perjanjian Sub Lisensi 

penggunaan tanda Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) 

yang dikeluarkan oleh LPVI PT Trustindo Prima Karya sesuai dengan 

Surat Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK Nomor : 42/SL-

SVLK/017/NR/7.2023 tanggal 27 Juni 2023. Diverifikasi Sertifikat PHL PT 

Narkata Rimba ditetapkan tanggal 1 Juli 2020, Revisi ke 2 tanggal 14 Juli 

2023 dengan Predikat BAIK dan masa berlaku s.d. 3 Mei 2026. 

b. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda SVLK Indonesia 

dengan Nomor : Sustainable PHL-64-01-0049 yang terbubuh pada 

dokumen SKSHHK, yang merupakan dokumen pengangkutan kayu dari 

TPK Hutan sampai dengan tujuan ke industri. 

c. Pembubuhan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 8 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

SK.9895/MenLHP-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 

2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi 

Legalitas dan Kelestarian; Pedoman Penggunaan Tanda SVLK. 

 

Prinsip 4. 

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. 

1 Verifier 

4.1.1. 

: Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan hasil verifikasi bahwa ketersediaan dokumen AMDAL pada PT 

Narkata Rimba dapat diuraikan sebagai berikut : 

• PT Narkata Rimba telah memiliki Dokumen AMDAL yang  terdiri atas Buku 

Kerangka Acuan (KA),  Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL),  Rencana 

Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Buku Rencana Pemantauan 

Lingkungan (RPL). 

• PT Narkata Rimba telah menyusun Kerangka Acuan (KA) ANDALdan 

telah mendapat persetujuan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kaltim 

berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan 

Timur No. KAKT/008/KOMDAL-PROV./III/2013 tanggal 21 Maret 2013. 

• Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), dokumen 

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana 

Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk luas areal ± 68.000 Ha yang 

berlokasi di Desa Benhes, Dabeq, Diaklay dan Muara Wahau kecamatan 

Muara Wahau Kalimantan Timur  telah mendapat persetujuan oleh Komisi 

Penilai AMDAL Provinsi Kaltim berdasarkan Keputusan Ketua Komisi 



 
 

Halaman 57 dari 63 
 

F1-02.15 Rev.1 

Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Timur No. 660/K.419/2013 tanggal 18 

Juni 2013. 

2. Verifier 

4.1.2.a. 

: Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Hasil verifikasi perihal ketersediaan dokumen RKL dan RPL pada PBPH PT 

NARKATA RIMBA dapat disampaikan bahwa penyusunan Dokumen 

Lingkungan RKL dan RPL menjadi satu paket dengan kegiatan penyusunan 

dokumen AMDAL.   

Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen 

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT NARKATA RIMBA areal ± 68.000 

Ha yang berlokasi di Desa Benhes, Dabeq, Diaklay dan Muara Wahau 

kecamatan Muara Wahau Kalimantan Timur  telah mendapat persetujuan oleh 

Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kaltim berdasarkan Keputusan Ketua Komisi 

Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Timur No. 660/K.419/2013 tanggal 18 

Juni 2013. 

3. Verifier 

4.1.2.b. 

: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek 

fisik- kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi 

terkait sesuai dengan matrik 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a. Selama periode 24 bulan terakhir PT Narkata Rimba telah membuat 

laporan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang dalam Laporan 

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, dengan rincian 

sebagai berikut : 

No Periode 

Keberadaan 

Tujuan Pelaporan 

SIMPEL 

Waktu 

Pelapora

n SIMPEL 

Ket 
Ad

a 

Tidak 

Ada 

1 
Semester I 

Tahun 2023 
√  

- KemenLHK 

- DLH Prov. Kaltim 

- DLH Kab. Kutai 

Timur 

Waktu 

pelaporan 

pada 

SIMPEL 

tidak 

terlihat/ 

tercantum  

Berdasarkan 

informasi dari 

Bpk. Limpat 

Soeharto 

selaku 

operator 

SIMPEL, 

penyampaian 

laporan 

pelaksanaan 

RKL RPL 

melalui 

SIMPEL 

dilakukan 

sesuai 

dengan tata 

waktunya dan 

tidak lewat 

periode 

pelaporannya 

2 
Semester II 

Tahun 2023 
√  

- KemenLHK 

- DLH Prov. Kaltim 

- DLH Kab. Kutai 

Timur 

3 
Semester I 

Tahun 2024 
√  

- KemenLHK 

- DLH Prov. Kaltim 

- DLH Kab. Kutai 

Timur 

4 
Semester II 

Tahun 2024 
√  

- KemenLHK 

- DLH Prov. Kaltim 

- DLH Kab. Kutai 

Timur 

 

b. Penyampaian Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 

periode Semester I & II Tahun 2023 dan Semester I & II Tahun 2024 telah 

disampaikan melalui SIMPEL dan berdasarkan informasi dari Bpk. Limpat 

Soeharto selaku operator SIMPEL, penyampaian laporan pelaksanaan 
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RKL RPL melalui SIMPEL dilakukan sesuai dengan tata waktunya dan 

tidak lewat periode pelaporannya.\ 

c. Selama periode audit terdapat bukti implementasi pengelolaan dan 

pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yaitu 

berupa : 

- Kegiatan pengeloaan berupa penandaan batas pada Kawasan 

Lindung Sempadan Sungai Km 56 (RKT 2023) berupa plang/ sign 

board dan cat biru polet 2 (//) dan berada pada koordinat N 10 21’ 

29,3” dan E 1160 35’ 21,5”; 

- Kegiatan pengeloaan berupa penandaan batas pada Kawasan 

Lindung Sempadan Sungai Wahau (RKT 2023) berupa PAL, plang/ 

sign board dan cat biru polet 2 (//) dan berada pada koordinat N 1˚ 

22’ 4,59”; E 116˚ 36’ 33,668”; 

- Kegiatan pengelolaan berupa penanaman pengayaan di Areal Non 

Produktif RKT 2023 (TPn, Tanah Kosong, Jalan Sarad) dan Kiri Kanan 

Jalan pada RKT 2023 yang pelaksanaanya tahun 2024; 

- Kegiatan pemantauan curah hujan dengan ombrometer yang berada 

pada Kantor Km 62; 

- Kegiatan pemantauan laju erosi dengan metode stik ukur di lokasi 

Blok RKT 2023 yaitu TPn (Petak E23 & Petak D22) dan jalan sarad 

(Petak E24 & Petak D23); 

- Kegiatan pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) Sungai dan Debit Air 

Sungai pada sungai Deng Lia dan Sungai Wahau; 

- Kegiatan pemantauan kualitas air meliputi parameter fisika (4 item), 

kimia anorganik (32 item), microbiologi (2 item). Hasil uji lab 

berdasarkan Laporan Hasil Uji Kualitas Air Tahun 2024 dari 

Laboratorium Kualitas Air, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 

Universitas Mulawarman dari masing-masing parameter tersebut 

nilainya dibawah baku mutu; 

- Pemasangan plang himbauan 1) tidak menebang pohon, berburu, 

menangkap burung, menyetrum ikan dan membuang sampah 

sampah; 2) dilarang menebang/ berladang; 3) dilarang menebang 

dan merusak menyetrum, memakai bahan kimia; 4) dilarang 

melakukan kegiatan membakar hutan dan lahan; 

- Peningkatan dampak positif ke masyarakat sekitar hutan selama 

rentang waktu audit yaitu berupa 1) bantuan peningkatan ekonomi; 

2) bantuan terkait keagamaan, upacara acara adat dan HUT RI; dan 

3) bantuan kayu log untuk peti mati; 4) bantuan hari besar agama dan 

5) bantuan fee produksi. 

d. PT Narkata Rimba memiliki struktur organisasi Dalkarhutla yang disahkan 

oleh Direktur melalui SK Direktur No. 01/Kpts/DIR-

NR/Brigdalkarhutla/2025 tanggal 12 Februari 2025. Diverifikasi PT Narkata 

Rimba memiliki 1 regu inti yang terdiri dari 19 orang (1 ketua regu dan 18 

anggota regu) dari kewajiban 2 regu, belum sesuai dengan PermenLHK 

Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Pasal 37 ayat (2), namun 

seluruh regu inti belum memiliki kompetensi di bidang pengendalian 

kebakaran hutan karena belum mengikuti Diklat teknik Dalkarhutla 
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sebagaimana tercantum dalam PermenLHK Nomor: 

P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Pasal 35 ayat (3). 

e. Berdasarkan daftar list sarpras dalkarhutla PT Narkata Rimba periode 

Maret 2025, diverifikasi kondisi sarpras masih kurang dan belum lengkap 

sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai PerMenLHK No.32 tahun 2016. 

 

 

Prinsip 5. 

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

 

1. Verifier 

5.1.1. a 

: Pedoman/prosedur K3 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a. PT Narkata Rimba telah memiliki dokumen identifikasi bahaya, resiko dan 

tindakan pencegahan penanganan K3 yang timbul pada kegiatan 

operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam mulai dari 

kegiatan penebangan pohon, cruising, mekanik, penyaradan (skidding), 

pengangkutan kayu (hauling), pengapalan. 

b. Selanjutnya PT Narkata Rimba telah memiliki SOP K3 yang disusun 

menyesuaikan dengan hasil identifikasi potensi bahaya resiko dan 

tindakan pencegahan penanganan K3 yang timbul dalam kegiatan 

operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam 

c. PT Narkata Rimba memiliki personil yang bertanggung jawab dalam 

implementasi K3 di lapangan dengan dibentuknya Panitia Pembina 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).  

d. P2K3 belum diajukan/ didaftarkan kepada instansi terkait yaitu Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kutai Timur dan/ atau Provinsi 

Kalimantan Timur. 

e. Terdapat SK Direktur Nomor: 01/SKEP/DIR-NR/P2K3/I/2024 tanggal 7 

Januari 2024 tentang Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (P2K3) PT Narkata Rimba. Adapun susunan 

kepengurusan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(P2K3) sesuai SK tersebut yaitu sebagai berikut : 

1. Ketua  : Simon, Amd 

2. Sekretaris : Wilhelmus Loli Emi 

3. Seksi Patroli/ Inspeksi : Budi Siswanto 

4. Seksi Keselamatan : Chamim Tohari 

5. Seksi Kesehatan : Afrizal 

6. Seksi Peralatan : Paino 

7. Anggota :  

- Iwan Kelana 

- Barojah 

- Lette Sirappa 



 
 

Halaman 60 dari 63 
 

F1-02.15 Rev.1 

- Muliyadi 

- Panca Setiono 

2. Verifier 

5.1.1. b 

: Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 

yang dimiliki oleh PT Narkata Rimba, yaitu berupa : 

1) Peralatan Alat Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat di kantor Km 62, 

kantin, dapur, mess tamu, tangki BBM, workshop Km 62, Rumah genset.  

2) Tersedia APD berupa Helm, Sepatu safety dan rompi. Hasil pengamatan 

lapangan dapat dilihat bahwa karyawan telah menggunakan APD tersebut 

pada saat bekerja walaupun tidak seluruhnya menggunakan dengan baik. 

3) Kotak P3K berisi obat-obatan tersedia di kantor basecamp Km 62, mess 

tamu. 

4) Pemasangan rambu-rambu K3 yaitu plang utamakan keselamatan dan 

kesehatan kerja di pasang di kantor basecamp Km 62, workshop Km 62, 

gudang. 

3. Verifier 

5.1.1. c 

: Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a. PBPH PT Narkata Rimba telah membuat laporan kecelakaan kerja periode 

Maret 2023 s.d Maret 2025 yang dibuat oleh Welhelmus Loli Erni 

(Paramedic Camp) dan diketahui oleh Sentot Gunawan (Manager Camp). 

Berdasarkan laporan tersebut diverifikasi tidak ada kejadian kecelakaan 

kerja yaitu NIHIL. 

b. Laporan kecelakaan kerja telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 

sesuai bukti tanda terima sesuai surat pengantar  tertanggal 23 & 24 April 

2025. 

c. PT Narkata Rimba melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja 

melalui : 

- Melaksanakan Morning Breefing yang dilakukan sebelum melakukan 

pekerjaan. 

- Melaksanakan pemasangan rambu-rambu himbauan keselamatan 

kerja ditempat tempat rawan kecelakaan kerja. 

- Melaksanakan   pemasangan   rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, 

- Pemberian fasilitas dan peralatan APD serta peringatan untuk selalu 

menggunakan APD dalam berkerja. 

- Memasang peralatan komunikasi radio pada setiap unit kendaraan 

yang beroperasi di areal PT Narkata Rimba. 

- Selanjutnya security, dalam hal ini selalu menghimbau kepada 

masyarakat luar yang berada di areal perusahaan untuk ikut serta 

menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dilingkungan masing-

masing. 
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4. Verifier 

5.2.1 

: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan 

untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a. Karyawan dan pekerja PT Narkata Rimba sampai dengan pelaksanaan 

audit diketahui belum membentuk serikat pekerja, dan tidak terdapat 

Serikat Pekerja PT Narkata Rimba. 

b. Namun demikian terdapat dokumen yang menyatakan bahwa kepada 

karyawan PT Narkata Rimba diperbolehkan untuk berserikat dan jaminan 

ketenagakerjaan lainnya, yaitu sesuai dengan Kebijakan Perusahaan 

Nomor: 27/NR-HR/KP/X/2024 tanggal 1 Januari 2024. 

c. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Narkata 

Rimba, antara lain mendapatkan informasi bahwa benar pihak 

perusahaan memberikan kebebasan penuh kepada karyawan untuk 

berserikat dan berkumpul, akan tetapi karyawan masih belum siap untuk 

membentuk serikat pekerja. 

5. Verifier 

5.2.2 

: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a. PT Narkata Rimba tidak memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

antara PT Narkata Rimba dengan Serikat Pekerja, namun demikian PT 

Narkata Rimba telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang 

mengatur hak dan kewajiban antara karyawan/ pekerja dengan 

perusahaan. 

b. PT Narkata Rimba diverifikasi telah memiliki dokumen Peraturan 

Perusahaan periode tahun 2023 – 2025 yang memuat hak dan kewajiban 

antara karyawan dan manajemen perusahaan. Peraturan Perusahaan 

terdiri dari 14 BAB dan 53 Pasal dan ditandatangani oleh Presiden Direktur 

PT Narkata Rimba (Ir. Andreas Nugroho Adi) dan pada setiap halaman 

telah distempel dan paraf dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Timur. 

c. Peraturan Perusahaan PT Narkata Rimba periode tahun 2023 – 2025 telah 

disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 

Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 

500.15.12.1/39955/B.PHI&JAMSOSTEK/2023 tanggal 21 Agustus 2023 

tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Narkata Rimba Tahun 

2023 - 2025 dan terdaftar dengan nomor register 

29/PP/BPHI&JSTK/2023. Peraturan Perusahaan PT Narkata Rimba 

berlaku 2 tahun terhitung mulai tanggal 2 Agustu 2023 sampai dengan 1 

Agustus 2025. 

6. Verifier 

5.2.3 

: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan daftar karyawan PT Narkata Rimba periode April 2025 

diverifikasi tidak terdapat karyawan yang masih di bawah 18 tahun atau masih 

di bawah umur dan karyawan termuda PT Narkata Rimba tercatat atas nama 

Tasya Amanda dengan jabatan Staff Certification yang lahir tanggal 13 

Agustus 2001 dan bergabung dengan PT Narkata Rimba pada tanggal 13 Mei 

2023 pada saat berusia 22 tahun 9 bulan. 
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3. KESIMPULAN AUDIT 

1) Pemenuhan terhadap Standar Penilaian Kinerja PHL diberikan dengan predikat 

BAIK, Total Nilai Kinerja Indikator sebesar 84,12% dari nilai maksimum yang dapat 

dicapainya dengan rincian nilai kinerja untuk setiap aspek PHL dan indikatornya 

sebagai berikut :  

 

No. ASPEK 

INDIKATOR PHL 

Nomor  
Nilai  

Kinerja 

Nilai 

Kematangan 

Nilai 

Maksimum 

1. PRASYARAT 

1.1 Baik 3 3 

1.2 Sedang 2 3 

1.3 Baik 3 3 

1.4 Baik 3 3 

1.5 Baik 3 3 

2. PRODUKSI 

2.1 Baik 3 3 

2.2 Sedang 2 3 

2.3 Sedang 2 3 

2.4 Baik 3 3 

2.5 Sedang 2 3 

2.6 Buruk 1 3 

3. EKOLOGI 

3.1 Sedang 2 3 

3.2 Baik 3 3 

3.3 Sedang 2 3 

3.4 Baik 3 3 

3.5 Sedang 2 3 

4. SOSIAL 

4.1 Baik 3 3 

4.2 Sedang 2 3 

4.3 Sedang 2 3 

4.4 Baik 3 3 

4.5 Baik 3 3 

Jumlah 53 63 

Total Nilai Kinerja Indikator 
53/63 x 100% = 84,12% 

 

 

2) Pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dinilai MEMENUHI, 

tidak terdapat verifier penyusun standar yang diterapkan (applicable), baik pada 

Prinsip 1, 2, 3, 4 dan 5 yang diberikan nilai Tidak Memenuhi. 

3) Berdasarkan poin 1) dan 2), maka tim audit menyimpulkan bahwa PBPH PT Narkata 

RImba , LULUS audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) dengan predikat BAIK. 

4) Tim audit menerbitkan permintaan tindakan perbaikan (CARs) bagi verifier 

penyusun Standar Penilaian Kinerja PHL yang diberikan nilai BURUK dan SEDANG. 



\qL .;'
!xB-|9,

Yxax
Xonite Akr.dnei l{r.io€l

F'l -02.15 Rev.1

4, PENGAMBILANKEPUTUSAN

Berdasarkan hasil audit resertifikasi PHL tanggal 15 -22 April2025,L,PV|. PT Trustindo
Prima Karya telah menetapkan keputusan sertifikasi tanggal 2 Mei 2025 kepada PBPH
PT Narkata Rimba, bahwa :

1) PT Narkata Rimba dinilai LULUS Penilaian Kinerja PHL dengan :

- Total Nilai Kinerja PHL mencapai 84,12o/o ; dan
- MEMENUHI StandarVLHH Kayu

2) Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Narkata Rimba dapat
dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya dengan
predikat BAIK.

Trustindo Prima Karya,

lr Kurnia, IPU

Direktur
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